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PENGANTAR

Fungs pemeriksaan memegang peranan penting di dalam kegiatan pemerintahan
karena merupakan bahan masukan yang independen bagi pimpinan untuk mengevauas
berbagai kegiatan pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik
Daerah. Untuk menyelenggarakan fungs pemeriksaan dengan baik diperlukan ketentuan-
ketentuan yang dapat menjamin hasil yang bermutu. Ketentuan yang dimaksud berbentuk
norma pemeriksaan.

Norma Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsiona Pemerintah yang
dikemukakan dalam buku ini dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai pegangan, bak
bagi aparat pengawasan fungsional pemerintah maupun para pemimpin  dan
pemeriksanya dalam melaksanakan tugas-tugas pemeriksaan, agar dapat dicapal mutu
pemeriksaan yang baik.

Daam Norma Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsiona Pemerintah ini
diuralkan ketentuan-ketentuan mengenai ruang lingkup pemeriksaan, persyaratan
pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan hasil pemeriksaan. Norma ini
berlaku dan harus ditaati oleh para pemeriksa pada seluruh aparat pengawasan fungsional
pemerintah, yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat
Jenderal pada Departemen, Inspektorat Jenderal ABRI, Aparat Pengawasan Lembaga
Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Wilayah Propinsi, Inspektorat Wilayah
Kabupaten/K otamadya.

Oleh karena adanya beberapa kekhususan, norma ini tidak berlaku bagi pemeriksa
pada Satuan Pengawasan Intern Badan Usaha Milik Negara yang norma pemeriksaannya
diatur tersendiri. Jka akuntan publik menerima penugasan atas nama Aparat Penga
wasan Fungsional Pemerintah, maka akuntan publik wajib menaati norma ini. Khusus
untuk pemeriksaan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah dan proyek
dengan bantuan Bank Dunia yang dilakukan oleh BPKP atau akuntan publik, jika
dikehendaki sesuai dengan permintaan, dapat diberlakukan Norma Pemeriksaan Akuntan
yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAl).

Norma yang dimuat dalam buku ini merupakan ketentuan-ketentuan pokok;
sedangkan penjelasan serta perubahan penjelasannya dimuat di dalam suplemen yang
akan diterbitkan kemudian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari normaini.

Seluruh ketentuan dalam normaini akan berlaku, sepanjang belum dimutakhirkan.

I. PENDAHULUAN.

Norma pemeriksaan yang dimaksud dalam buku ini adalah Norma Pemeriksaan
Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah. Untuk dapat memahami dan memperoleh
kesamaan pengertian, perlu diberikan beberapa penjelasan sebagai berikut :

A. ARTI NORMA PEMERIKSAAN.

Norma pemeriksaan adalah patokan, kaidah atau ukuran yang ditetapkan oleh
pihak berwenang yang harus diikuti dalam rangka melaksanakan fungs
pemeriksaan agar dicapa mutu pelaksanaan pemeriksaan dan mutu laporan
pemeriksaan yang dikehendaki.

B. LANDASAN.

Pemikiran yang menjadi landasan ditetapkannya Norma Pemeriksaan Aparat
Pengawasan Fungsional Pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisas
Departemen, yang antara lain menetapkan adanya unsur pengawasan yaitu
Inspektorat Jenderal yang bertugas melakukan pengawasan dalam lingkungan
Departemen terhadap pel aksanaan tugas semua unsur Departemen.



2. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan {BPKP), yang menyatakan bahwa BPKP
bertugas menyiapkan perumusan kebijaksanaan pengawasan keuangan dan
pengawasan pembangunan.

3. Instruks Presiden Republik Indonesa Nomor 15 Tahun 1983 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, yang menyatakan bahwa pelaksanaan
pengawasan harus di- tingkatkan dengan lebih berhasil guna ke dalam tubuh
gparatur pemerintah di dalam lingkungan masing-maSing secara terus
menerus dan menyeluruh.

C. TUJUAN.

Norma ini dimaksudkan untuk dipakai sebagai dasar dalam menetapkan batas-
batas tanggungjawab pelaksanaan pe- meriksaan bagi aparat pengawasan
fungsonal pemerintah. Tujuan norma ini adalah untuk menjamin  mutu
pelaksanaan pemeriksaan dan laporan pemeriksaan serta keseragaman pendapat
mengenai bagaimana sebaiknya laporan pemeriksaan disgjikan agar bermanfaat
bagi pemakainya.

D. MATERI.

Materi Norma Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah meliputi
hal-hal sebagai berikut :

1. Ruang lingkup.

Ruang lingkup pemeriksaan perlu dicantumkan dalam Norma Umum
Pemeriksaan untuk menetapkan luasnya pemeriksaan dan mengarahkan hasil
pemeriksaan yang dikehendaki, yang meliputi :

a. Pemeriksaan keuangan dan ketaatan terhadap per- aturan perundang-
undangan.

b. Penilaian daya guna dan kehematan.
c. Penilaian pencapaian hasil guna atau manfaat program.
2. Kiriteria Pemeriksa.

Kriteria ini menjadi syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang
pemeriksa, karena merupakan salah satu aspek utama untuk dapat dicapainya
kualitas pemeriksaan yang diharapkan.

3. Kiriteria Pelaksanaan Pemeriksaan.

Kriteria ini menjadi syarat yang harus ditaati oleh setigp pemeriksa yang
mengatur bagai mana ia seharusnya melaksanakan pemeriksaan dengan baik.

4. Kriteria Pelaporan Pemeriksaan.

Kriteria ini menjadi pedoman dasar bagi aparat pengawasan, bagaimana
seharusnya membuat |aporan pemeriksaan.

Materi-materi seperti diuraikan di muka dikelompokkan menjadi :
- Norma Umum Pemeriksaan,

- Norma Pelaksanaan Pemeriksaan;

- Norma Pelaporan Pemeriksaan.

Untuk mendapatkan kesamaan pengertian buku ini dileng kapi dengan daftar
beberapa istilah penting yang perlu diketahui pemeriksa.

Il. NORMA PEMERIKSAAN.
A. Norma Umum Pemeriksaan.



1.

Ruang lingkup pemeriksaan )engkap terhadap obyek yang diperiksa
mencakup :

a. Pemeriksaan atas keuangan dan ketaatan pada peraturan perundang-
undangan.

b. Penilaan tentang daya guna dan kehematan dalam penggunaan sarana
yang tersedia.

c. Penilaian hasil guna atau manfaat yang direncanakan dari suatu program.

Pgabat yang berwenang menetapkan tugas pemeriksaan harus
mempertimbangkan  kebutuhan pemakai hasl pemeriksaan dalam
menentukan ruang lingkup dari suatu pemeriksaan tertentu.

Dadam segda ha yang berhubungan dengan tugas pemeriksaan, aparat
pengawasan fungsional pemerintah dan para pemeriksanya, baik secara
individu maupun kolektif harus bertindak dengan penuh integritas dan
obyektivitas.

Pemeriksa atau para pemeriksa yang ditugaskan untuk melaksanakan
pemeriksaan, secara individu atau setidak-tidaknya secara kolektif, harus
mempunyai keahlian/ kemampuan teknis yang diperlukan dalam bidang tugas-
nya.

Daam melaksanakan pemeriksaan dan menyusun laporan, pemeriksa wajib
menggunakan keahlian/kemampuan teknisnya dengan cermat.

B. Norma Pelaksanaan Pemeriksaan.

1.
2.

Pekerjaan pemeriksaan harus direncanakan sebaik-baik- nya.

Para pelaksana pemeriksaan harus diawas dan dibimbing dengan sebaik-
baiknya.

Ketaatan pada peraturan perundang-undangan harus ditelash dan dinilai
secukupnya.

Sistem pengendalian mangemen harus dipelgari dan dinila  secukupnya
untuk menentukan sampal sebergpa jauh sistem itu dapat diandalkan
kemampuannya untuk menjamin ketelitian informasi, ketaatan pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan untuk mendorong pelaksanaan
kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Bukti yang cukup, kompeten, dan relevan harus diperoleh sebagai landasan
yang layak untuk menyusun pertimbang- an, kesimpulan, pendapat serta saran
tindak pemeriksa.

C. Norma Pelaporan Pemeriksaan.

1.

Laporan pemeriksaan harus dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada
Pgabat yang mem beri perintah serta kepada Pejabat yang berwenang sesual
dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan pemeriksaan harus dibuat segera setelah selesai  pekerjaan
pemeriksaan dan disampaikan kepada Pejabat yang berkepentingan tepat pada
waktunya.

Tiap laporan pemeriksaan harus memuat ruang lingkup dan tujuan
pemeriksaan, disusun dengan balk, menygikan informas yang layak, serta
pernyataan bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan Norma
Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsiona Pemerintah.

Setiap laporan pemeriksaan yang bertujuan menila daya guna dan kehematan,
serta hasil guna program harus :

a Memuat temuan dan kesimpulan pemeriksaan secara obyektif serta saran
tindak yang konstruktif .



b. Lebih mengutamakan usaha perbaikan atau penyempurnaan dari pada
kritik.

c. Mengungkapkan hal-ha yang mash merupakan masalah yang mash
belum dapat diselesaikan sampal berakhirnya pemeriksaan, bila ada

d. Mengemukakan pengakuan atas suatu prestasi keberhasilan atau suatu
tindakan perbaikan yang telah dilaksanakan, terutama bila perbaikan itu
dapat diterapkan di instans lain.

e. Mengemukakan penjelasan Pgabat obyek yang diperiksa mengena hasil
pemeriksaan.

f. Menyatakan informas penting yang tidak dimuat dalam Iaporan
pemeriksaan karena dianggap rahasia atau harus diperlukan secara khusus
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bila ada.

5. Setiap laporan pemeriksaan yang bertujuan menyatakan pendapat terhadap
kewajaran laporan keuangan harus memuat :

a. Suatu pernyataan pendapat akuntan atas kelayakan laporan keuangan
secara keseluruhan, apakah sesua dengan prinsip akuntans yang lazim
berlaku, atau prinsip akuntans lainnya yang diberlakukan secara khusus
pada obyek yang diperiksa, dan dilaksanakan secara konsisten dengan
periode sebelumnya. Bila pemeriksa tidak dapat menyatakan pendapatnya,
alasannya harus diungkapkan dalam laporan.

b. Pengungkapan informas yang masih dipandang perlu oleh pemeriksa.

c. Uraian mengenai pelanggaran atas peraturan perundang-undangan disertai
pengaruhnya terhadap laporan keuangan obyek yang diperiksa.

[1l.  PENJELASAN NORMA UMUM PEMERIKSAAN.

A. Norma Umum Pemeriksaan Pertama menyatakan :"Ruang lingkup pemeriksaan
lengkap terhadap obyek yang diperiksa mencakup :
a. Pemeriksaan atas keuangan dan ketaatan pada peraturan perundang-
undangan .
b. Penilaian tentang daya guna dan kehematan dalam penggunaan sarana yang
tersedia.
c. Penilaian hasil guna atau manfaat yang direncanakan dari suatu program.

Pgabat yang bewenang menetapkan tugas pemeriksaan  harus
mempertimbangkan kebutuhan pemakal hasil pemeriksaan dalam menentukan
ruang lingkup dari suatu pemeriksaan tertentu .

Norma ini mewgjibkan para Pgabat yang berwenang menetapkan ruang lingkup
pemeriksaan dengan tanggungjawab untuk melaksanakan pemeriksaan yang
cukup luas agar dapat memenuhi kebutuhan pemaka yang berkepentingan
dengan hasil pemeriksaan itu. Pelaksanaan pemeriksaan yang cukup luas yang
dimaksud daam norma ini meliputi semua kegiatan obyek yang diperiksa
Norma ini tidak dimaksudkan untuk mencegah pimpinan menetapkan pe-
meriksaan tertentu yang hanya meliputi sebagian dari ruang lingkup
pemeriksaan lengkap yang ditentukan. Namun Pegabat yang berwenang
menetapkan tugas pemeriksaan tetap bertanggungjawab untuk melaksanakan
ruang lingkup pemeriksaan lengkap.

Adapun penjelasan ruang lingkup pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan atas keuangan dan ketaatan pada peraturan perundang-
undangan.

Pemeriksaan ini dapat mencakuppemeriksaan transaksi, perkiraan, kegiatan,
fungsi, dan laporan keuangan dari obyek yang diperiksa sesuai dengan ruang



lingkup pemeriksaan yang ditentukan dalam penugasan pemeriksaan yang

hasiInya akan cukup untuk menentukan apakah :

a. Obyek yang diperiksa telah melaksanakan pengendalian yang berhasl
guna terhadap penerimaan/hasl dan pengeluaran/biaya, ataupun
terhadap harta dan utang.

b. Obyek yang diperiksa telah melaksanakan pencatatan dengan tepat atas
sarana, kewajiban dan kegiatan.

c. Laporan keuangan memuat data yang teliti, lengkap, dapat dipercaya dan
bermanfaat serta disgjikan secaralayak.

d. Obyek yang diperiksa telah mentaati peraturan perundang-undangan,
daam hal ini idah semua peraturan yang berlaku dari yang tertinggi
sampal dengan yang terendah yang bersangkutan dengan sasaran yang
diperiksa, termasuk kebijaksanaan dan kontrak-kontrak.Penilaian
ketaatan pada peraturan perundang-undangan berarti pemeriksa harus
menilai  kebenaran forma dan kebenaran materia dari pelaksanaan
peraturan perundang-undangan tersebut. Disamping itu pemeriksa harus
juga menilai apakah peraturan tersebut tidak bertentangan dengan
peraturan yang ditetapkan oleh Pgjabat yang sedergjat atau lebih tinggi.

. Penilaian tentang daya guna dan kehematan dalam penggunaan sarana yang
tersedia.

Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah obyek yang diperiksa
telah mengurus atau menggunakan sumber daya seperti uang, peralatan,
barang, personalia, dan sebagainya yang tersedia secara berdaya guna dan
hemat.

Daam menilai daya guna dan kehematan pemerlksa harus memperhatikan
apakah pimpinan obyek yang diperiksa telah mengusahakan sepenuhnya
untuk memeihara sumber daya dan membatas pengeluaran sampai pada
tingkat yang minimum. Praktek yang tidak berdaya guna dan tidak hemat
mencakup pula kelemahan daam sstem informas, prosedur
ketatal aksanaan dan struktur organisasi.

Contoh mengenai praktek yang tidak berdayaguna atau tidak hemat yang

harus diteliti oleh pemeriksa antara lain sebagai berikut :

a. Prosedur yang tidak berhasil guna dan memerlukan biaya yang lebih
besar daripada yang seharusnya.

b. Pengulangan pekerjaan yang dilakukan oleh beberapa petugas atau oleh
berbagai bagian di dalam organisasi.

c. Pelaksanaan pekerjaan yang kurang atau tidak ada manfaatnya.

d. Penggunaan peraatan yang terlampau banyak atau terlampau lama
dengan biaya yang berlebihan bila dibandingkan dengan kebutuhan dan
atau prestasinya.

e. Penggunaan tenaga kerja yang terlampau banyak jika dibandingkan
dengan sifat dan luasnya pekerjaan yang harus dilakukan.

f. Praktek pembelian yang saah atau terlalu maha dan penimbunan barang
daam jumlah yang terlampau banyak daripada yang diperlukan atau
memang tidak diperlukan sama sekali.

Daya guna dan kehematan adalah dua pengertian yang bersifat relatif dan
pemeriksa tidak mungkin memberikan suatu pendapat atas berbagai
kegiatan obyek yang diperiksa secara keseluruhan, apakah telah mencapai
satu tingkat daya guna dan kehematan yang maksima. Oleh karena itu,
dadam norma ini pemeriksa tidak diharagpkan memberikan pernyataan
pendapat tentang daya guna dan kehematan secara keseluruhan atas berbagai
kegiatan obyek yang diperiksa. Kesmpulan, komentar dan saran tindak
dalam laporan pemeriksaan daya guna dan ke- hematan, didasarkan pada
kriteria kegiatan yang ada.



Dadam ha belum ada kriteria untuk kegiatan yang di- periksa, maka
pemeriksa  harus  menggunakan  pertimbangan  keahlian/kemampuan
teknisnya. Pemeriksa harus pula memperhatikan aspek ketaatan pada
peraturan perundang- undangan dalam melakukan penilaian terhadap daya
guna dan kehematan.

3. Penilaian apakah hasil atau manfaat yang diinginkan dari program telah
memperoleh secara berhasil guna

Penilaian ini harus meliputi penyelidikan apakah hasl atau
manfaat yang dicapai sampal saat pemeriksaan dan program atau aktivitas
yang ditetapkan telah di- laksanakan secara berhasil guna.

Daam melaksanakan tugasnya pemeriksa harus mempertimbangkan :
Kewagjaran kriteria yang digunakan.

K etepatan metode pel aksanaan yang digunakan.

Ketelitian data yang dikumpulkan.

Keandalan hasil yang dicapai;

Hambatan yang menyebabkan belum tercapainya suatu program.

OO T

Seperti halnya dalam penilaian tentang daya guna dan kehematan, kriteria
adalah syarat mutlak untuk penilaian tentang hasil guna. Dari hasil penilaian
ini tidak diharapkan pemeriksa akan memberikan pendapatnya secara
keseluruhan tentang hasil guna dari suatu program atau operasi. Pemeriksa
harus memperhatikan pula aspek ketagtan pada peraturan perundang-
undangan dalam melakukan penilaian terhadap hasil guna atau manfaat yang
diinginkan.
B. NormaUmum Pemeriksaan Kedua Menyatakan :

"Ddam segaa ha yang berhubungan dengan tugas pemeriksaan, aparat
pengawasan fungsional pemerintah dan para pemeriksanya, balk secara individu
maupun kolektif harus bertindak dengan penuh integritas dan obyektivitas'.

Tujuan utama norma ini adalah untuk mendapatkan kesimpulan yang obyextif,
yaitu kesimpulan berdasarkan fakta yang dinilai dengan memakai ukuran yang
menurut  pertimbangan  keahlian/kemampuan  teknis  pemeriksa  dapat
dipergunakan.

Kesmpulan ini harus bebas dari pengaruh pandangan subyektif pihak-pihak
yang berkepentingan. Untuk mencapai tujuan tersebut, norma ini mengharuskan
bak aparat pengawasan fungsional pemerintah maupun pemeriksaannya
mempunyai integritas yaitu kepribadian yang dilandas unsur jujur, berani,
bijaksana, dan bertanggungjawab sehingga menimbulkan kepercayaan dan rasa
hormat.

C. NormaUmum Pemeriksaan K etiga menyatakan :

"Pemeriksa atau para pemeriksa yang ditugaskan untuk nielaksanakan
pemeriksaan, secara individu atau setidaktidaknya secara kolektif, harus
mempunyal  keahlian’kemampuan teknis yang diperlukan dalam bidang
tugasnya’'.

Norma ini mewajibkan pemeriksa atau para pemeriksa dalam melaksanakan
tugasnya secara individu atau secara kolektif (dalam bentuk tim) memiliki
keahlian/kemampuan teknis (mampu dalam teori dan praktek).

Untuk melaksanakan tugas pemeriksaan, maka biasanya dibentuk tim yang
terdiri dari beberagpa orang pemeriksa. Ketua tim harus berpengalaman agar
dapat membimbing dan mengawas secara intensif anggota tim, terutama yang
belum berpengdaman. Dengan demikian anggota tim yang belum
berpengdaman dikemudian hari dapat memiliki keahlian/kemampuan teknis
yang dipersyaratkan tersebut.



Waaupun seseorang telah memenuhi  keahlian/kemampuan teknis yang
dipersyaratkan, ia waib meningkatkan keahlian/kemampuan teknisnya
Disamping itu, agar para pemeriksa selalu mengikuti perkembangan ilmu
pengetahuan yang selau berubah sesuai dengan kemguan teknologi, maka
instans pemeriksa menyelenggarakan usaha-usaha peningkatan ini. Kebutuhan
akan berbaga keahlian/kemampuan teknis tersebut mungkin memerlukan kerja
sama antar individu dalam instans pengawasan fungsional pemerintah sendiri,
begitu juga kerja sama antar berbagai instans pemeriksa yang para petugasnya
secara kolektif memiliki  keahlian/kemampuan teknis yang diperlukan atau
mungkin pula dengan intans lain yang mempunyai keahlian/kemampuan teknis
di bidangnya. Oleh karena terdapat berbagai macam tujuan program dan bentuk
organisas, maka kuaifikas keahlian/kemampuan teknis disamping berlaku
bagi tim pemeriksa maupun pemeriksa itu sendiri seperti di- kemukakan di atas,
juga berlaku terhadap lembaga pemeriksa (dalam hal ini aparat pengawasan
fungsional pemerintah) secara keseluruhan.

D. NormaUmum Pemeriksaan Keempat menyatakan :

"Daam melaksanakan pemeriksaan dan menyusun laporan, pemeriksa wajib
menggunakan keahlian/kemampuan teknisnya dengan cermat”.

Norma ini menghendaki agar pemeriksa menggunakan keahlian/kemampuan
teknisnya dengan cermat yang dapat dipertanggung jawabkan dalam
mel aksanakan pekerjaan pemeriksaan dan pelaporan.

Pemeriksa diwgjibkan selau waspada menghadapi hal-hal yang mengandung
ggda kesalahan dan penyimpangan.

Norma ini tidak menjamin secara mutlak, bahwa segala bentuk kesalahan dapat
ditemukan pemeriksa; juga tidak mengharuskan dilakukan pemeriksaan secara
terperinci untuk menemukan kesalahan dan penyimpangan, kecuai tujuannya
menghendaki demikian.

Kita harus membedakan antara tanggungjawab mangemen dengan pemeriksa
Mangemen bertanggungjawab untuk menciptakan pengendalian yang bak
untuk mencegah terjadinya kesdahan dan penyimpangan, menemukan
kesadlahan dan penyimpangan dengan cepat serta mendorong ditaatinya
kebijaksanaan dan peraturan yang telah ditetapkan; sedangkan pemeriksa dalam
hubungan ini menguji sistem itu, sehingga proses pemerikssan itu sendiri tidak
boleh dianggap sebagal pengganti dari sistem pengendalian mangemen. Bila
pemeriksa dalam pengujiannya telah memenuhi norma pemeriksaan yang
berlaku dan dikemudian hari ditemukan kesalahan dan penyimpangan, maka hal
tersebut bukan merupakan tanggung jawab pemeriksaa Namun apabila
pemeriksa lala atau dengan sengga tidak memenuhi norma pemeriksaan yang
berlaku dalam melaksanakan tugasnya, maka pemeriksa bertanggung jawab atas
tidak ditemukan kesalahan/penyimpangan tersebut.

V. PENJELASAN NORMA PELAKSANAAN PEMERI KSAAN.

A. Norma Pelaksanaan Pemeriksaan Pertama menyatakan :"Pekerjaan pemeriksaan
harus direncanakan sebaik-baiknya'. Perencanaan pemeriksaan adalah penting
untuk menjaga agar hasil pemeriksaan dapat memenuhi tujuan pemeriksaan.
Instans pemeriksa dan pemeriksa diwajibkan terlebih dahulu menyusun rencana
pemeriksaan yang cukup dan diatur dengan Sistematis sehingga dapat
dimengerti oleh semua petugas pemeriksa, dan seluruh pekerjaan pemeriksaan
dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna. Apabila pekerjaan
pemeriksaan itu mencakup penilaian atas daya guna, kehematan dan pencapaian
hasil guna, maka perencanaan yang sesual sangat penting karena prosedur yang
digunakan dalam pemeriksaan demikian itu lebih banyak ragamnya. Tujuan
pemeriksaan yang sedemikian mempunya pengertian yang sangat relatif,
sedangkan kriteria yang dapat diterima secara umum belum ada. Dengan



demikian prosedur pemeriksaan harus dipilih dengan cermat untuk
mendapatkan prosedur yang cocok untuk masalah yang dihadapi. Pemeriksaan
dapat dilaksanakan pada setigp saat sepanjang tahun. Pembuatan rencana
pemeriksaan harus memperhatikan saat dan lamanya pemeriksaan. Perencanaan
pemeriksaan harus memperhatikan antaralain :

1. Hasl pemeriksaan yang lalu.

Pemeriksaan diwgjibkan untuk meneliti apakah telah ada pemeriksaan
sebelumnya dan menila apakah kesmpulan dan saran yang dikemukakan
ddam hasl pemeriksaan yang lalu telah ada tindak lanjutnya. Apabila
pemeriksa belum memperoleh penjelasan yang cukup" mengapa saran
tindak belum dilaksanakan, lebih-lebih apabila, saran tindak tersebut pada
pemeriksaan yang lalu telah memperoleh penegasan dari obyek pemeriksaan
bahwa tindak lanjut akan dilaksanakan, maka selanjutnya pemeriksa wajib
mempertimbangkan pengaruhnya terhadap program kerja pemeriksaan yang
akan disusun. Demikian juga evaluas terhadap tindak lanjut yang sudah
dilaksanakan harus diperhatikan dalam program kerja pemeriksaan.

2. Jenis dan luasnya pekerjaan yang akan dilakukan.

a.  Untuk tiap pemeriksaan harus disusun program kerja pemeriksaan agar :
1) Memberikan penjelasan yang berhasil guna pada semua petugas
pemeriksa tentang tujuan, jenis dan luasnya pemeriksaan.
2) Memudahkan pengendalian pemeriksaan sdlama  tahap-tahap
pel aksanaan.
3) Mendapatkan dokumentasi program kerja pemeriksaan.

b. Untuk menyusun program kerja/pemeriksaan yang bak, pemeriksa
harus mendapati informas yang di- butuhkan sesuai dengan tujuan
pemeriksaan. Dalam banyak hal, perlu dilakukan peninjauan setempat
untuk memperoleh informas mengenai kegiatan obyek yang akan
diperiksa

c. Pemeriksa harus menetapkan pentingnya suatu masalah yang harus
diperiksa dan mempergunakannya sebagai dasar dalam penyusunan
program kerja pemeriksaan secara lebih cermat dan mendalam.

d. Program kerja pemeriksaan pada umumnya harus dapat memberikan
informasi tentang :
1) Tujuan pemeriksaan.
Tujuan pemeriksaan harus diungkapkan dengan jelas dalam program
kerja pemeriksaan, mengenai hasil agpa yang diharapkan dari
pemeriksaan tersebut.

2) Ruang lingkup pemeriksaan.
Ruang lingkup pemeri ksaan harus menjelaskan apakah pemeriksaan
akan meliputi sebagian atau seluruh unsur pemeriksaan yaitu
keuangan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan, daya
guna dan kehematan atau hasil guna/manfaat program.

3) Latar belakang.
Program kerja pemeriksaan harus dapat memberikan informas
mengenai  peraturan perundang-undangan berdirinya organisas,
program, fungs atau tugas pokok obyek yang diperiksa dan
infformas me- ngena sumber pendapatan, pengeluaran, tempat
kedudukan serta hal lain yang diperlukan untuk dapat memahami
tujuan dan ciri-ciri kegiatannya.

4) Difinid idtilah.
Difinis dan penjelasan harus diberikan untuk istilah atau singkatan
khusus yang dipergunakan oleh obyek yang diperiksa



5) Sasaran pemeriksaan.
Daam sasaran pemeriksaan harus dinyatakan dengan tepat kegiatan
yang akan diperiksa. Hal ini harus disusun dengan jelas, agar
pemeriksa mengetahui masalah-masalah khusus apa yang harus
diperiksa dan kemudian dibuat kesimpulannya.

6) Prosedur pemeriksaan.

Daam setigp pemeriksaan harus dijelaskan prosedur yang harus
diikuti oleh para pemeriksa untuk mencapai tujuan pemeriksaan.
Akan tetapi hal ini harus dilakukan dengan suatu cara yang tidak
membatas pertimbangan keahlian/kemampuan teknis pemeriksa
Program kerja pemeriksaan tidak .boleh dibuat sebagai suatu daftar
yang kaku yang tidak dapat diubah sehingga akan mematikan
inisiatif dan kreetivitas pemeriksa.

3. Tenaga dan sarana lainnya yang akan dipergunakan. Perencanaan
penggunaan tenaga pemeriksa dan sarana lainnya harus mencakup :

a. Penunjukkan petugas pemeriksa yang ahli atau cukup kemampuan
teknisnya sesuai dengan tugas yang akan dilakukan.

b. Penggunaan tenaga pemeriksa dengan berdaya guna dan terdiri dari
berbagal tingkat dalam jumlah yang cukup.

Penggunaan jasa tenaga ahli dari luar apabila dibutuhkan.

d. Pemberian orientas dan petunjuk yang cukup terutama kepada para
pemeriksa yang belum berpengalaman.

e. Penyediaan sarana kerjayang memadai.
4. Bentuk danis laporan yang akan dibuat.

Program kerja pemeriksaan harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat
memenuhi kebutuhan informasi yang hendak dimuat dalam bentuk dan is
laporan yang telah ditetapkan.

5. Koordinas antar Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah.

Obyek pemeriksaan dapat tersebar di pusat, daerah, dan luar negeri (Instans
maupun Badan Usaha Milik Negara), yang pemeriksaannya dapat
dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (BPKP, Itjen,
Itwilprop, Itwilkab, 1twilko).

Agar pemeriksaan dapat mencapa tujuan dan hasil pemeriksaannya
bermanfaat, maka perlu diadakan koordinasi antar Aparat Pengawasan
Fungsional Pemerintah, terutama dalam hal saat dan sasaran pemeriksaan.

B. Norma Pelaksanaan Pemeriksaan Kedua menyatakan :

"Para pelaksana pemeriksaan harus diawas dan dibimbing dengan sebaik-
baiknya'.

Norma ini mewsgjibkan pimpinan pemeriksaan (Ketua Tim, Pengawas, dan
Penanggungjawab) untuk mengawas dan membimbing para pemeriksa ketika
melaksanakan tugas pemeriksaan supaya tujuan pemeriksaan tercapai dengan
baik.

Cara yang paing efektif untuk mengendaikan mutu dan mengikuti
perkembangan pekerjaan pemeriksaan adalah dengan jalan  melakukan
pengawasan sebaik-baiknya dari awa pekerjaan persigpan sampa  pada
penyelesaian laporan. Para pemeriksa yang belum berpengaaman wajib
dibimbing sebak-baiknya yaitu dengan :

- diberi pengertian tentang tugasnya dan petunjuk pelaksanaannya;

- diberi kesempatan latihan lapangan.

Pimpinan pemeriksaan harus mengarahkan agar :



1. Persyaratan yang ditetapkan dalam norma pemeriksaan dipenuhi.

2. Program kerja pemeriksaan dilaksanakan, dan jika diperlukan perubahan
harudah disetujui terlebih dahulu.

3. Kaertas kerja pemeriksaan memberikan dasar yang kuat untuk merumuskan
kesmpulan, pernyataan pendapat serta saran tindak yang dikemukakan
dalam laporan.

4. Kertas kerja pemeriksaan memberikan data yang diperlukan untuk membuat
laporan.

5. Pemeriksa dapat mencapai tujuan pemeriksaannya.

Dokumen tentang pengawasan dan bimbingan tersebut harus disusun dan
dismpan dengan baik.

. Norma Pelaksanaan Pemeriksaan K etiga menyatakan :

"Ketaagtan pada peraturan perundang-undangan harus ditelaah dan dinila
secukupnya".

Norma ini mewagjibkan pemeriksa untuk mengadakan penelaahan dan penilaian
apakah obyek yang diperiksa dan kegiatannya telah ada peraturannya, dan
apakah pelaksanaannya telah mentaati peraturan tersebut.

Ketika melaksanakan tugasnya, pemeriksa pertamatama diwgibkan untuk
mencatat peraturan perundang-undangan bagi obyek yang diperiksa, bak
mengenai  latar belakangnya, pembentukannya maupun  kegiatannya
Sdlanjutnya pemeriksa wgjib menelaah peraturan yang berlaku apakah peraturan
tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang setingkat dan atau yang lebih
tinggi. Kemudian pemeriksa harus menilai apakah peraturan tersebut ditaati
dalam pelaksanaannya dan tidak mengandung hal-ha yang dapat menimbulkan
hambatan.

Pendlashan dan penilaian terhadap ketaatan pada peraturan perundang-
undangan, sifat dan tujuannya akan berlainan tergantung pada ruang lingkup
pemeriksaan yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Keuangan dan Ketaatan .

Pemeriksaan harus menguji transaksi dan kegiatan keuangan obyek yang
diperiksa untuk meyakinkan diri, bahwa selurun hak dan kewajiban telah
dibukukan serta timbul dari transaks yang telah diotorisasikan. Disamping
itu pemeriksa harus meyakinkan diri pula bahwa transaks yang dilakukan
itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2. Dayagunadan Kehematan.

Pemeriksa harus menelaah dan menilai peraturan yang berlaku pada setiap
aspek dari organisasi, program, fungs atau aktivitas yang diperiksa untuk
mempertimbangkan apakah praktek yang dilakukan masih dapat diusahakan
lebih hemat atau lebih berdaya guna. Penelaghan dan penilaian semacam ini
diperlukan karena penentuan apakah tujuan obyek yang diperiksa dapat
dicapa dengan lebih hemat atau berdaya guna tidak dapat dilakukan, tanpa
memahami dahulu tujuan obyek tersebut dan apa yang dikehendaki oleh
peraturan perundang-undangan. Penelaahan dan penilaian tersebut juga
memberikan informas kepada pemeriksa mengenai adanya keterbatasan
kewenangan obyek yang diperiksa untuk dapat meningkatkan kehematan
dan daya guna kegiatannya.

3. Hasil Program.

Pemeriksa harus menelaah dan menilai dengan cukup mendalam peraturan.
perundang-undangan yang bersangkutan dengan sasaran (obyektives) dan



tujuan (goals) obyek yang diperiksa, untuk dapat memahami hasl yang
sebenarnya diharapkan dari program atau aktivitas obyek tersebut.

Pemeriksa harus melakukan juga pengujian pelaksanaan program atau
kegiatan secukupnya untuk dapat menentukan apakah program atau kegiatan
tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturannya, dan mencapai hasil atau
manfaat program sebagaimana yang diharapkan.

D. Norma Peaksanaan Pemeriksaan Keempat menyatakan : "Sistem pengendalian
mangemen harus dipelgari dan dinilai secukupnya untuk menentukan sampai
seberapa jauh sistem itu dapat diandakan kemampuannya untuk menjamin
ketelitian informasi, ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan untuk mendorong pelaksanaan kegiatan yang berdaya guna dan berhasil
guna’.

Norma ini meletakkan tanggungjawab kepada pemeriksa untuk menentukan
tingkat keyakinannya terhadap sistem pengendalian mangemen obyek yang
diperiksa. Tingkat keyakinan yang diperolehnya akan membantu menentukan
luasnya pengujian yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pemeriksaan.

Daam pemeriksaan atas daya guna dan kehematan serta hasil program,
pemeriksa harus mempelgari dan menilai pengendalian manajemen.

Pengendalian mangjemen yang baik dilakukan melaui :

1. Penggarisan struktur organisas yang jelas dengan pembagian tugas dan
fungs beserta uraiannyayang jelas pula

2. Perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang
dapat menjadi pegangan daam pelaksanaannya oleh bawahan yang
menerima pelimpahan wewenang dari atasan.

3. Prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari atasan
kepada bawahan.

4. Pembinaan persondia yang terus-menerus agar para pelaksana menjadi
unsur yang mampu melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya
dengan balk dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan
maksud serta kepentingan tugasnya.

5. Rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan,
bentuk hubungan kerja antar kegiatan tersebut dan hubungan antar berbagai
kegiatan beserta sasaran yang harus dicapainya.

6. Pencatatan hasil kerja yang lengkap dan teliti yang diperlukan untuk
penyusunan pertanggung jawaban, baik mengenai pelaksanaan tugas
maupun mengenai pengelolaan keuangan.

7. Pelaporan yang singkat dan jelas dan dibuat sesuai dengan tanggung jawab
yang ditugaskan yang merupakan alat bagi atasan untuk mendapatkan
informas yang diperlukan bagi pengambilan keputusan.

8. Adanya aparat pengawasan intern dalam suatu satuan organisas yang
bekerja sesual dengan norma pemeriksaan.

Daam pemeriksaan terhadap kewajaran laporan keuangan, pemeri ksa harus
mempelgari dan menila pengendaian mangemen dengan tekanan pada
pengendalian akuntans. Penjelasan selanjutnya mengena hal tersebut di atas,
lihat Tambahan Penjelasan No.1 halaman 79.

E. Norma Pelaksanaan Pemeriksaan Kelima menyatakan :

"Bukti yang cukup, kompeten, dan relevan harus diperoleh sebagai landasan
yang layak untuk menyusun pertimbangan, kesimpulan, pendapat serta saran
tindak pemeriksa’.



Norma ini mewgjibkan pemeriksa untuk mengumpulkan bukti yang cukup,
kompeten, dan relevan. Bukti tersebut antaralain dapat berupa :

Bukti fisk yaitu bukti yang diperoleh dengan jaan pengukuran dan
penghitungan fisik, pemotretan atau cara lain. Bukti fisk dapat berupa Berita
Acara Pemeriksaan Fisk yang mengikhtisarkan masaah-masalah yang
diinspeks atau diobservas, foto, bagan, peta atau bukti fisik lainnya.

Bukti kesaksian yaitu bukti yang diperoleh dengan jaan tanya jawab tertulis
atau dengan meminta pernyataan dari yang bersangkutan dengan masalah yang
dihadapi.

Bukti dokumen yaitu bukti yang berupa surat, kontrak, SKO, SPMU, buku-
buku, petikan dari catatan keuangan dan bukti pengeluaran.

Bukti andlisa yaitu bukti yang diperoleh dengan cara mengandisa informas
yang dikumpulkan pemeriksa, termasuk di dalamnya perbandingan, rasio, dan
perhitungan lainnya.

1. Bukti yang cukup.

Bukti yang cukup mengandung arti harus dipenuhinya jumlah bukti yang
diperlukan. Untuk menentukan cukupnya bukti, diperlukan pertimbangan
keahlian (professional Judgment). Pertimbangan keahlian tersebut juga
diperlukan ddam menentukan ketepatan bukti, karena seringnya terdapat
bukti yang bertentangan, padaha pemeriksa harus dapat menarik
kesimpulan dengan obyektif berdasarkan bukti yang diperolehnya tersebut.
Dalam ha tertentu dapat digunakan cara statistik untuk menentukan
cukupnya bukti yang dimaksud. Pemeriksa perlu menyimpulkan apakah
telah diperoleh bukti yang cukup, untuk mendukung faktor-faktor yang telah
dijadikan dasar bagi kesimpulan.

2. Bukti yang Kompeten.

Bukti yang kompeten adalah bukti yang kuat dan dapat diandalkan. Bukti
tersebut merupakan bukti terbalk yang harus diperoleh dengan
menggunakan cara pemeriksaan yang memadai.

Daam menila kompetens bukti, pemeriksa harus mempertimbangkan
dengan cermat apakah terdapat alasan untuk meragukan keabsahan bukti.
Ketentuan bukti yang sah idlah yang memenuhi persyaratan menurut hukum
dan undang-undang (rechtmatigheid dan wetmatigheid) .Apabila terdapat
adasan untuk meragukannya, maka pemeriksa harus mengambil tindakan
tambahan untuk membuktikan keabsahan bukti bersangkutan. Di bawah ini
diberikan beberapa petunjuk untuk mempertimbangkan kompetens suatu
bukti, namun petunjuk ini janganlah dianggap sesuatu yang mutlak untuk
mengambil kesmpulan tanpa menggunakan pertimbangan lain :

a. Bukti yang berasa dari sumber independen, lebih dapat dipercaya dari
pada yang berasa dari pihak yang diperiksa sendiri atau diperoleh
melalui pihak yang diperiksa.

b. Bukti yang diperoleh dari suatu organisas dengan sistem pengendalian
mangemen yang bak, lebih dapat dipercaya daripada bukti yang
diperoleh apabila sistem pengendalian mangemen organisas tersebut
lemah atau tidak memadai.

c. Bukti yang diperblen pemeriksa secara langsung melalui observas,
tanya-jawab dan konfirmas, lebih dapat dipercaya dari pada bukti yang
diperoleh secara tidak langsung.

d. Bukti adi lebih dapat dipercaya daripada salinannya/ fotocopynya.

e. Bukti yang dibuat dan diedarkan kepada pihak ketiga lebih kuat dari
pada bukti intern yang dipakai sendiri.



f. Bukti yang memenuhi persyaratan keabsahan menurut hukum dan
undang-undang lebih kuat dari pada bukti yang tidak memenuhi syarat
itu.

3. Bukti yang relevan.

Bukti yang relevan adadah bukti yang bertadian dengan masalah yang
dipersoalkan dan diperlukan untuk menguatkan kebenaran masalah khusus
yang dihadapi. Relevans menunjukkan hubungan antara informasi dengan
penggunaannya. Fakta dan pendapat yang digunakan untuk membuktikan
suatu masalah harus mempunyai hubungan yang masuk akal (logis) dengan
masalahnya sendiri. Informasi yang tidak mempunyai hubungan seperti itu
adalah tidak relevan, karenanya tidak boleh digunakan untuk membuktikan
benar tidaknya masalah yang bersangkutan.

4. Transaks antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Hubungan istimewa adalah hubungan antara obyek yang diperiksa dengan
pihak lain seperti induk perusahaan, instans dibawahnya, anak perusahaan,
koperas, yayasannya, perusahaan milik pribadi, pimpinannyalkaryawannya
dan lan-lan bentuk hubungan sgenis, sgauh satu pihak mempunyal
kemampuan mempengaruhi secara berarti kebijaksanaan pimpinan atau
kegiatan pihak lain, sedemikian rupa, sehingga sadah satu pihak terhalang
usahanya daam meaksanakan kepentingannya secara independen.
Lazimnya transaks tersebut diatas tidak tampak secara tersendiri dan tidak
tampak dengan penjelasan yang cukup. Pemeriksa harus meneliti dengan
seksama hubungan istimewa ini dengan memperhatikan secara khusus
terutama mengenal ada tidaknya pengungkapan (disclosure) yang cukup atas
hubungan istimewa tersebut serta pengaruhnya terhadap laporan keuangan
dan atau laporan mangjemen lainnya.

Pemeriksa harus waspada tentang kemungkinan perbedaan akibat hubungan
istimewa tersebut antara transaks yang tertulis dengan yang sebenarnya
terjadi. Berdasarkan informas yang didapat dalam melaksanakan tugasnya,
pemeriksa harus memperhatikan pihak-pihak dengan siapa obyek tersebut
melakukan transaksi dan waspada mengenai kemungkinan adanya.hubungan
istimewa. Bilamana pemeriksa menduga telah terjadi keadaan tersebut,
maka ia harus menerapkan prosedur pemeriksaan yang perlu untuk
mengungkapkan secara jelas sedemikian rupa sehingga pemeriksa
memperoleh jawaban yang memuaskan mengena tujuan, sifat dan luasnya
transaks itu sendiri serta pengaruhnya terhadap laporan keuangan dan atau
laporan mangemen lainnya Demikian pula pemeriksa berkewsjiban
mengungkapkan kejadian tersebut dalam laporan pemeriksaannya.

5. Penggunaan hasil kerja tenaga ahli dalan hubungannya dengan
pemeriksaan.

Y ang dimaksud dengan tenaga ahli disini ialah seorang, beberapa orang atau
organisas yang memiliki keahlian di luar bidang keahlian pemeriksa sesuai
dengan kebutuhan. Contoh tenaga ahli semacam ini adalah aktuaris, penilai
(Appraiser), ahli hukum, ahli teknik, dan lain-lain. Dalam melaksanakan
tugasnya, pemeriksa diperbolenkan meng- gunakan hasil pekerjaan tenaga
ahli, sebagai suatu prosedur pemeriksaan, bahkan diharuskan menggunakan
tenaga ahli apabila ia merasa bahwa pengetahuannya dalam bidang tertentu
tidak memungkinkannya mendapatkan bukti yang cukup, relevan, dan
kompeten.

Dalam penggunaan tenaga ahli, pemeriksa harus mem- perhatikan
kualifikas dan reputas tenaga ahli tersebut. Selain itu hendaknya mereka
tidak mempunya hubungan kepentingan dengan obyek yang diperiksa,
sehingga hasil kerjanya dapat diharapkan obyektif. Dalam keadaan tertentu



(darurat, tidak ada tenaga ahli yang independen dan lain-lain), pemeriksa
dapat menggunakan tenaga ahli yang mempunyai hubungan dengan obyek
yang diperiksa, sgauh pemeriksa dapat memperoleh keyakinan bahwa
obyektivitas hasil kerjatenaga ahli itu tetap tidak terganggu.

Kesamaan pengertian harus ada antara pemeriksa, obyek yang diperiksa, dan
tenaga ahli tersebut mengenai dSfat dan luasnya pekerjaan  yang
dilaksanakan.

Kesepakatan pengertian tersebut harus didokumentasikan secara tertulis dan
meliputi hal-hal sebagal berikut :

a. Tujuan dan ruang lingkup pekerjaan tenaga ahli.

b. Pernyataan tertulis dari tenaga ahli mengenal hubungannya, kalau ada,
dengan obyek yang diperiksa.

Cc. Metode atau asums yang akan digunakan.

d. Perbandingan antara metode atau asums yang akan digunakan dengan
metode atau asums yang dipakal dalam periode sebelumnya.

e. Pengetahuan tenaga ahli tersebut mengenai kegunaan hasil kerjanya
dalam hubungan dengan pemeriksaan.

f. Bentuk dan is lgporan tenaga ahli tersebut, sehingga memungkinkan
pemeriksa menggunakannya untuk kepentingan pel aksanaan tugasnya.

Walaupun kelayakan metode atau asums yang digunakan serta
penerapannya menjadi tanggung jawab tenaga ahli yang ditunjuk, pemeriksa
harus memperoleh pengetahuan mengenai metode atau asums itu untuk
menentukan apakah hasil yang akan diperoleh sesuai dengan kebutuhan
pemeriksa. Apabila pemeriksa berpendapat bahwa hasil kerja tenaga ahli
tersebut menguatkan atau memastikan dugaan sebelumnya, maka pemeriksa
dapat menyimpulkan bahwa telah diperoleh bukti yang cukup, relevan, dan
kompeten. Akan tetapi bila terdapat perbedaan yang material antara hasil
yang diperoleh tenaga ahli dengan laporan yang disgikan obyek yang
diperiksa, pemeriksa harus melaksanakan prosedur pemeriksaan tambahan.

Apabila setelah dilaksanakan prosedur pemeriksaan tambahan masih belum
mencapal hasil yang memuaskan, maka pemeriksa harus menggunakan
tenaga ahli lain. Dalam menyatakan pendapat dan atau kesmpulan hasl
pemeriksaannya, pemeriksa tidak diperkenankan menyebut (menunjuk pada)
hasil pekerjaan tenaga ahli itu, sebab tindakan yang demikian dapat disaah-
tafsirkan sebagal membagi tanggung jawab atau menyatakan pendapatnya
dengan pengecudian. Pemeriksa diperkenankan untuk menyebut jenis
keahlian tenaga ahli tersebut tanpa mengindentifikasikan individunya untuk
menambah keandalan informasi yang dilaporkan.

. Bukti yang relevan yang diperolen melaui penasehat hukum obyek yang

diperiksa.

Daam hal terdapat perselishan hukum, klam, dan atau taksas pajak,

pemeriksa harus memeriksa bukti yang relevan mengenai faktor-faktor

berikut ini :

a. Adanya kondis, situas atau rangkaian keadaan yang menunjukkan
bahwa suatu ketidakpastian mengenai kemungkinan kerugian terjadi
pada obyek yang diperiksa, yang timbul dari perselishan hukum, klaim,
dan atau taksasi pajak.

b. Periode terjadinya hal yang menyebabkan akibat hukum.
c. Tingkat kemungkinan penyelesaian yang tidak menguntungkan.
d. Jumlah atau batas kemungkinan kerugian.



Berhubung hal di atas umumnya diketahui langsung oleh pimpinan obyek
yang diperiksa, maka wagar apabila sumber informas utama datangnya dari
pimpinan; Namun seandainya pemeri ksa tidak mempunya keahlian yang
cukup di bidang hukum, adalah tepat apabila pemeriksa meminta informas
penasehat hukum obyek yang diperiksa, untuk memperoleh keterangan yang
diperlukan guna menguatkan dugaannya. Untuk itu pemeriksa dapat
meminta pimpinan obyek yang diperiksa menulis surat resmi kepada
penasehat hukumnya untuk menerangkan pada pemeriksa beberapa hal yang
diperlukan. Keterangan yang diperolen dari nasehat hukum tersebut
walaupun sifatnya menguatkan, harus tetap dinila pemeriksa secara hati-
hati sebab keterangan tersebut tidak boleh dianggap sebagai pengganti
informas dari sumber yang independen.

. Kertas Kerja Pemeriksaan.

Ketas Kerja Pemeriksaan (KKP) adalah dokumen pemeriksaan yang
memuat data catatan pembuktian yang dikumpulkan oleh pemeriksa selama
berlangsungnya pemeriksaan mulai dari tahap persigpan sampa dengan
tahap pelaporan, baik dari instans yang diperiksa maupun dari luar instans
yang diperiksa. Dalam KKP termasuk hasil analisa pemeriksa sendiri. KKP
harus mencerminkan pelaksanaan langkah kerja pemeriksaan yang tertuang
dalam program kerja pemeriksaan termasuk kesimpulan dan saran pemeri
ksa.

Di bawah ini dicantumkan persyaratan umum penyusunan KKP:
b. Kelengkapan dan ketelitian.

KKP harus dibuat dengan lengkap dan teliti, agar dapat mendukung hasil
yang diperoleh, kesmpulan dan saran tindak pemeriksa. KKP harus
dapat menunjukkan tujuan dfat, dan ruang lingkup pekerjaan
pemeriksaan.

b. Jelas dan ringkas.

KKP harus dibuat dengan jelas sehingga tidak diperlukan penjelasan
tambahan. Informas yang diungkapkan harus jelas, lengkap tetapi
ringkas. Setigp orang yang menggunakan KKP harus dapat memahami
tujuan penyusunannya, sifat dan ruang lingkup pekerjaan pemeriksaan
yang dilaksanakan serta kesimpulan pemeriksaan. Keringkasan adalah
penting namun keelasan dan kelengkapan tidak boleh dikorbankan
untuk menghemat waktu dan kertas.

c. Mudah dibaca dan rapi.

KKP harus mudah dibaca dan dibuat dengan rapi sehingga tidak banyak
waktu akan terbuang untuk mempelgari dan menyusun laporan dari
padanya. KKP yang tidak teratur akan kehilangan kegunaannya.

d. Ketepatan (pertinency).

Is KKP harus berhubungan tepat dengan masaah yang dibahas.
Informasi yang dimuat dalam KKP harus dibatas pada masalah yang
penting, dan mengandung manfaat berkenaan dengan tujuan yang
ditentukan untuk tugas pemeriksaan yang bersangkutan.

. Kewaspadaan Pemeriksa. Para pemeriksa harus waspada terhadap Situas
atau transaks yang dapat menunjukkan kemungkinan adanya
penyelewengan, penyalahgunaan wewenang serta tindakan yang tidak sah
lannya. Apabila terdapat ggaa semacam itu, pemeriksa wagib lebih
memperdalam prosedur pemeriksaannya untuk mengumpukan bukti yang
cukup, kompeten dan relevan serta untuk mengidentifikasikan pengaruhnya
baik atas laporan keuangan maupun kegiatan obyek yang diperiksa.



V.

PENJELASAN NORMA PELAPORAN PEMERIKSAAN.
A. Norma Pelaporan Pemeriksaan Pertama menyatakan : "Laporan pemeriksaan

harus dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Peabat yang memberi
perintah serta Pgjabat yang berwenang sesual dengan peraturan perundang-un
angan.

Laporan pemeriksaan harus dibuat secara tertulis. Keharusan tersebut tidak
dimaksudkan untuk membatas atau mencegah pembicaraan antara pemeriksa
dengan Pgabat yang bertanggungjawab pada obyek yang diperiksa, bahkan bila
perlu diadakan diskus supaya diperoleh pertimbangan, kesimpulan, pendapat,
dan atau saran tindak yang mantap serta diakui oleh yang bersangkutan.
Walaupun demikian, terlepas dari diadakan atau tidaknya diskusi, laporan
tertulis tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang,
termasuk yang bertanggung jawab dan harus mengambil keputusan tindak lanjut
atas gpa yang dikemukakan dalam |aporan pemeriksaan.

Laporan pemeriksaan perlu dibuat secara tertulis supaya:

1. Hasl pemeriksaan dapat disampaikan kepada para Pgabat yang
bertanggung jawab pada semua tingkat organisas atau instans pemerintah
yang diperiksa

2. Pertimbangan, kesmpulan, pendapat, dan atau saran tindak pemeriksaan
tidak mudah disalah tafsirkan.

3. Hasll pemeriksaan dapat menjadi bahan untuk pemeriksaan periode
berikutnya.

4. Pihak yang berkepentingan mudah mengambil tindak lanjut atas saran
tindak pemeriksa.

5. Tanggung jawab pemeriksa atas laporannya menjadi jelas.

6. Pembuktian menjadi mudah, kalau ada tuntutan dari pihak yang merasa
dirugikan.

Laporan pemeriksaan hendaknya disampaikan kepada para Pgabat yang

berkepentingan dan benar-benar memerlukannya, karena kadang-kadang

masalah yang diperiksa menyangkut hal-hal yang harus dirahasiakan atau tidak
boleh disebarluaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

. Norma Pelaporan Pemeriksaan Kedua menyatakan :

"Laporan pemeriksaan harus dibuat segera setelah selesal  pekerjaan
pemeriksaan dan disampaikan kepada yang berkepentingan tepat pada
waktunya'.

Laporan pemeriksaan harus segera diselesalkan dan disampaikan tepat pada
waktunya, supaya informas yang terkandung di dalamnya dapat bermanfaat
sepenuhnya.  Pemeriksa harus menyadari  bahwa keterlambatan  dalam
menyampaikan laporan akan mengurangi nila atau manfaat laporan. Oleh
karena itu pemeriksa harus berusaha sedemikian rupa, sehingga hasil
pekerjaannya dapat dilaporkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Selama pemeri ksaan berlangsung pemeriksa dapat mem- bicarakan persoaan
penting yang dijumpai ddam pemeriksaan dengan Pegjabat yang berwenang
pada obyek yang diperiksa. Pembicaraan ini dimaksudkan untuk minta
perhatian

Pegabat tersebut terhadap masalah yang memerlukan koreks dan atau tindak
lanjut, sehingga memungkinkan koreks dan atau tindak lanjut tersebut
diJaksanakan lebih cepat dari pada bila harus menunggu pendapat dan saran
tindak pemeriksa dalam laporan pemeriksaan akhir yang akan disampaikan



kemudian. Dengan disampaikannya laporan pemeriksaan tepat pada waktunya,
dapat dihindarkan berlangsungnya kegjadian yang merugikan secara berlarut-
larut seperti kecurangan, tidak berdaya guna, tidak hemat, tidak taat dan
sebagainya

. Norma Pelaporan Pemeriksaan K etiga menyatakan :

"Tiap laporan pemeriksaan harus memuat ruang lingkup dan tujuan
pemeriksaan, disusun dengan balk, menygikan informas yang layak, serta
pernyataan bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan Norma
Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah”.

Secaraterperinci laporan pemeriksaan harus :
1. Memuat dengan jelas ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.

Ruang lingkup pemeriksaan harus dinyatakan dalam tiap laporan, karena
ruang lingkup untuk tiap-tiagp pemeriksaan dapat berlainan. Pembatasan
ruang lingkup harus diungkapkan dengan jelas. Demikian juga selesainya
pe- kerjaan pemeriksaan dan periode yang diperiksa harus dicantumkan
dalam laporan. Laporan harus memuat tujuan pemeriksaan, supaya jelas
bagi pembaca latar belakangnya dan dapat dihubungkan dengan pendapat
dalam laporan.

2. Dibuat dengan kalimat yang sederhana, ringkas, jelas dan mudah dimengerti
sertatidak dapat disalahtafsirkan oleh yang menggunakannya.

Laporan pemeriksaan perlu disgikan oleh pemeriksa dengan kalimat
sederhana, ringkas dan jelas. Hal ini tidak berarti bahwa pemeriksa harus
memperpendek atau mempersempit laporan, sehingga terdapat informas
yang seharusnya disgikan dalam laporan pemeriksaan tetapi  tidak
diungkapkan.

Laporan tidak perlu terlampau terperinci dengan mengungkapkan ha yang
tidak material dan tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan. Laporan yang
terlalu terperinci dapat mengaburkan bahkan kadang-kadang menghilangkan
makna laporan yang sebenarnya dan dapat membingungkan atau
menjemukan pembacanya. Perlu disadari, bahwa laporan yang lengkap
tetapi singkat akan mendapatkan perhatian.

3. Menygikan informasi yang berdasarkan fakta dengan teliti, lengkap dan
layak.

Informas yang diungkapkan dalam laporan pemeriksaan harus didasarkan
pada fakta dan pembuktian yang cukup, kompeten, dan relevan. Ketelitian
dalam suatu laporan pemeriksaan adalah perlu, sebab satu ketidaktelitian
sga suatu pemeriksaan dapat menimbulkan keraguan atas keseluruhan
laporan dan dapat mengalihkan perhatian pembacanya dari inti laporan.

Laporan harus memberi informas yang lengkap daam arti memuat
informasi yang cukup mengenai pertimbangan, kesmpulan, pendapat, dan
atau saran tindak termasuk pula tindak lanjut yang telah dilakukan sampai
saat penyusunan laporan, agar dapat memberikan pengertian tentang
masalah yang dilaporkan dan pula mengena latar belakang masalah yang
dibahas dalam laporan pemeriksaan. Pemeriksa tidak boleh mengharapkan
bahwa pembaca laporan memahami semua fakta seperti halnya pemeriksa
Oleh karena itu penyusunan laporan pemeriksaan tidak boleh didasarkan
pada anggapan bahwa dengan menyebutkan fakta yang ditemukan, pembaca
dapat menarik kesimpulan sendiri sebagaimana dikehendaki pemeriksa

Laporan pemeriksaan harus memberikan informas yang layak dalam arti
jangan sampai ada pengaruh yang material dari suatu informas yang
seharusnya dimuat atau seharusnya tidak dimuat tetapi dimuat dalam



laporan, sehingga menimbulkan salah penafsiran pembaca terhadap Iaporan
pemeriksaan.

Apabila terdapat suatu kesalahan, penyjmpangan, dan kelemahan baik
disengaja maupun tidak, harus dijelaskan sebab dan akibatnya.

Memuat pernyataan tentang kesesuaian dengan norma pemeriksaan.

Tiap laporan harus memuat pernyataan bahwa pemeriksaan telah
dilaksanakan sesuai dengan Norma Pemeriksaan Aparat Pengawasan
Fungsiona Pemerintah.

D. Norma Pelaporan Pemeriksaan keempat menyatakan :

"Setiap laporan pemeriksaan yang bertujuan menitai daya guna dan kehematan,
serta hasil guna program harus :

a

Memuat temuan dan kesimpulan pemeriksaan secara obyektif serta saran
tindak yang konstru ktif.

L ebih mengutamakan usaha perbaikan atau penyempurnaan dari pada kritik.

Mengungkapkan hal-hal yang masih merupakan masaah yang belum dapat
diselesaikan sampai berakhirnya pemeriksaan, bila ada.

Mengemukakan pengakuan atas suatu prestas keberhasilan atas suatu
tindakan perbaikan yang telah dilaksanakan, terutama bila perbaikan itu
dapat diterapkan di instans lain.

Mengemukakan penjelasan Pgabat obyek yang diperiksa mengena hasil
pemeriksaan.

Menyatakan informas penting yang tidak dimuat dalam laporan

pemeriksaan karena dianggap rahasia atau harus diperlakukan secara khusus
sesual dengan peraturan perundang-undangan, bila ada’.

Penjelasan norma tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1.

Memuat temuan dan kesimpulan pemeriksaan secara obyektif serta saran
tindak yang konstruktif.

Temuan dan kesmpulan hasil pemeriksaan harus dikemukakan secara
obyektif dan harus disertai dengan informas yang cukup tentang pokok
persoalan yang bersangkutan, agar pembaca dapat memperoleh gambaran
yang sesua dengan keadaannya. Dalam menyusun kesimpulan hasil
pemeriksaan, pemeriksa jangan membesar-besarkan atau  terlampau
menonjolkan ataupun menutupi kesalahan dan atau kelemahan yang
ditemukannya dalam pemeriksaan.

Untuk menjaga obyektivitas tersebut dan supaya informas yang diperlukan
memberikan imbangan dan kessmpulan serta propors yang sepadan, dalam
laporan harus dimuat :

a. Informas yang tepat tentang mengapa pemeriksaan dilakukan, misalnya
terhadap ha yang cukup materid dan atau adanya pengendalian
mangjemen yang lemah yang menyangkut hal tersebut di atas.

b. Informas tentang jenis dan luasnya aktivitas atau program yang
diperiksa sehubungan dengan hasil observas yang dikemukakan,
sehingga dapat dinilai pentingnya hasil observas tersebuit.

c. Penjelasan yang tepat dan wajar tentang berbagal hasil observas untuk
menghindarkan salah penafsiran dan salah pengertian.

Untuk ini harus diberikan informas mengenai luasnya pengujian dan
mengenai cara memilih data yang diperiksa, sehingga pembaca dapat
memperoleh gambaran. tentang keseluruhan aktivitas pemeriksaan dan
hasil-hasil yang diperoleh mengenai obyek yang diperiksa tersebut.



Laporan pemeriksaan harus memuat saran tindak yang konstruktif, bila
ternyata dari hasil pemeriksaan ditemukan hal-ha yang perlu diperbaiki
termasuk ketidaktaatan terhadap berbagai peraturan. Apabila pemeriksa
tidak dapat memberikan saran tindak yang tepat karena ruang lingkup
pemeriksaan dibatas oleh pimpinan atau karena adasan lain, maka dalam
laporan pemeriksaan, pemeriksa harus mengemukakan aasannya dan harus
menyebutkan pekerjaan tambahan apa yang mash diperlukan untuk dapat
memuat saran tindak tersebut.

. Lebih mengutamakan usaha perbaikan atau penyempurnaan dari pada kritik.

Komentar dalam laporan pemeri ksaan yang bersifat kritik harus diberikan
dalam imbangan yang wagar antara sebab dan akibatnya dan bilamana perlu
pemeriksa harus mengungkapkan adanya kesulitan serta Situas yang tidak
lazim yang dihadapi olen Pegjabat obyek yang diperiksa. Walaupun kritik
tentang kegadian yang lampau sering perlu dikemukakan untuk
menunjukkan perlunya di adakan perbaikan pengelolaan, namun pemeriksa
harus ingat bahwa tujuannya ialah untuk mendapatkan reaks yang baik.
Oleh karenanya harus digunakan bahasa yang tidak menimbulkan sikap
yang defensif dan menantang, agar usaha mengutamakan perbaikan dapat
dicapai. Penyusunan materi laporan pemeriksaan yang dapat mencapal
tujuan ini harus mengungkapkan enam unsur :

Kriteriayang harus dicapai.

Kondis atau kenyataan yang terjadi.

Penyimpangan antara kondis dibandingkan dengan kriteria.

Sebab-sebab terjadi penyimpangan.

Akibat penyimpangan tersebut.

Saran tindak perbaikan.

. Mengungkapkan hal-ha yang masih merupakan masalah yang belum dapat
diselesaikan sampai berakhirnya pe. meriksaan, bila ada.
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Laporan pemeriksaan harus mengungkapkan, bila ada, masalah yang belum
dapat disdesaikan selama pelaksanaan pemeriksaan, karena belum diperoleh
pembuktian yang cukup. Pemeriksa harus mengungkapkan alasan mengapa
ia berpendapat bahwa masalah itu masih perlu dibahas lebih lanjut.

. Mengemukakan pengakuan atas suatu prestas keberhasilan atau suatu
tindakan perbaikan yang telah dilaksanakan, terutama bila perbaikan itu
dapat diterapkan di instans lain.

Laporan pemeriksaan harus secara obyektif mengemukakan, baik aspek
yang memuaskan dari hasil usaha perbaikan yang telah dilakukan obyek
yang diperiksa maupun aspek yang tidak memuaskan terhadap hal-ha yang
diperiksa

Pengungkapan kedua aspek tersebut, terutama aspek yang, memuaskan
sebagal pengakuan atas prestas atau tindakan, perbaikan yang telah
dilaksanakan obyek yang diperiksa adalah berdasarkan pertimbangan
penting tidaknya masalah tersebut dibandingkan dengan luasnya
pemeriksaan yang dilakukan. Dengan demikian laporan tersebut diharapkan
dapat memberikan gambaran yang wagar tentang Stuas yang dijumpal
pemeriksa dan memuat keseimbangan antara kritik yang dikemukakan
dengan pengakuan terhadap keberhasilan. Apabila laporan yang memuat
pengakuan terhadap hasil usaha perbaikan-perbaikan dipelgari oleh pegabat
yang berwenang dari instans lain, maka ha ini diharapkan dapat
mendorong usaha perbaikan pelaksanaan pekerjaan pada instans lain
tersebut.

. Mengemukakan penjelasan pgabat obyek yang diperiksa mengena hasil
pemeriksaan.



Sdlah satu cara yang efektif untuk menjamin bahwa laporan pemeriksaan itu
dibuat dengan wagjar, lengkap dan obyektif adalah dengan terlebih dahulu
melakukan pembahasan mengenai kesmpulan sementara bersama-sama
dengan pgabat obyek yang diperiksa. Dengan demikian diharapkan bahwa
informas, kessmpulan dan saran tindak dalam laporan pemeriksaan tersebut
sudah merupakan perpaduan antara hasil observas dan pendapat pemeriksa
dengan tanggapan dan kesanggupan tindak lanjut yang akan diambil oleh
pejabat obyek yang diperiksa.

Tanggapan terhadap konsep/materi laporan harus dipertimbangkan dan
dinila secara obyektif serta mendapatkan perhatian yang layak dalam
laporan pemeriksaan. Kesanggupan dari obyek yang diperiksa untuk
melakukan koreks dan tindak lanjut harus dimuat secara wagar dalam
laporan. Akan tetapi kesanggupan itu hendaknya jangan dipaka sebagai
alasan untuk tidak memuat suatu persoalan penting atau saran tindak di
dalam laporan bersangkutan. Tanggapan yang dikemukakan oleh Pimpinan
Obyek yang diperiksa yang bertentangan dengan pendapat atau kesimpulan
pemeriksa, bahkan menila pemeriksa tidak benar, dapat ditolak oleh
pemeriksa dengan mengemukakan alasan penolakannya. Sebaiknya secara
jujur dan obyektif, pemeriksa harus bersedia mengungkapkan kebenaran
keterangan atau tanggapan pimpinan obyek yang diperiksa yang menurut
pendapatnya, argumentas yang digjukan peabat tersebut memang logis dan
dapat diterima.

Menyatakan informas penting yang tidak dimuat dalam laporan
pemeriksaan karena dianggap rahasia atau harus diperlakukan secara khusus
sesual dengan perundang-undangan, bila ada.

Kadang-kadang ada informas keuangan dan informa kegiatan penting
tertentu yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk
diungkapkan dalam laporan pemeriksaan. Apabila demikian, pemeriksa
harus menjelaskan agpa yang tidak dimuat daam laporan dengan
mengemukakan peraturan perundang-undangan yang melarangnya.

Perlakuan khusus harus mempunyai dasar yang kuat dan sah sesuai dengan
ketentuan pegabat yang berwenang bahwa suatu informas penting harus
tidak dimuat karena akan dilaporkan secara tersendiri. Azas kerahasiaan dan
kekhususan ini tidak boleh dipaka sebaga aasan untuk tidak memuat
informasi yang memberikan gambara yang sadah terhadap obyek yang
diperiksa

E. Norma Pelaporan Pemeriksaan kelima menyatakan :

"Setigp laporan yang bertujuan menyatakan pendapat terhadap kewgaran
laporan keuangan harus memuat :

a

Suatu pernyataan pendapat akuntan atas kelayakan laporan keuangan secara
keseluruhan, apakah sesual dengan prinsp akuntans yang lazim berlaku
atau prinsp akuntans lainnya yang diberlakukan secara khusus pada obyek
yang diperiksa, dan dilaksanakan secara konsisten dengan periode
sebelumnya. Bila pemeriksa tidak dapat menyatakan pendapatnya,
alasannya harus diungkapkan dalam laporan.

.Pengungkapan informasi yang masih dipandang perlu oleh pemeri ksa
Uraian mengenai pelanggaran atas peraturan perundan-undangan disertai
pengaruhnya terhadap |aporan keuangan obyek yang diperiksa.

Norma ini hanya berlaku bagi BPKP atau Kantor Akuntan publik yang
ditugaskan oleh BPKP untuk melakukan Pemeriksaan Umum (General Audit).

Norma ini mewagjibkan pemeriksa menjelaskan kepada pemaka laporan
mengenal batas tanggung jawabnya atas data keuangan yang disgjikan pimpinan
dan untuk memberikan penjelasan yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal
keuangan yang penting yang mempengaruhi laporan keuangan dan ketaatannya



pada peraturan. Pengertian laporan keuangan disini adalah Neraca dan
Perhitungan Rugi/Laba serta penjelasannya, daftar sumber dan penggunaan
dana, daftar laba tak dibagi (bagi BUMN/BUMD), termasuk laporan keuangan
yang disesuaikan (bagi proyek-proyek yang memperoleh bantuan Bank Dunia
atau proyek lainnya yang memerlukan pernyataan pendapat terhadap kewgaran
laporan keuangan).

Penjelasan mengena Norma Pelaporan Pemeriksaan kelima adaah sebaga
berikut :

1. Apabila pemeriksa telah memeriksa laporan keuangan dengan tujuan untuk
menyatakan pendapat akuntan terhadap kewagjaran laporan keuangan
tersebut, maka pemeriksa harus menyatakan pendapatnya apakah laporan
keuangan secara keseluruhan telah disgjikan sesuai dengan prinsip akuntans
yang lazim berlaku, atau prinsip akuntans lainnya yang diberlakukan secara
khusus dan ditetapkan secara konsisten dengan periode sebelumnya serta
apakah pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan Norma Pemeriksaan
Akuntan yang lazim. Pemakaian prinsip akuntans yang diberlakukan secara
khusus sebagai pengganti prinsp akuntans yang lazim berlaku, harus
dimuat dalam pernyataan akuntan. Dalam ha pemeriksa tidak dapat
menyatakan pendapatnya, umpamanya disebabkan pemeriksa tidak
independen atau adanya ketidak pastian yang sangat materia, maka
pemeriksa harus mengemukakan alasan yang cukup di dalam laporannya
Dadam rangka memberikan pernyataan pendapatnyi terhadap laporan
keuangan, pemeriksa harus memperhati kan apakah obyek pemeriksaan
telah menerapkan prinsip prinsp akuntans yang lazim berlaku, atau prinsip
akuntan s lainnya yang diberlaku kan secara khusus, serta penerap an
pringp tersebut secara konsisten dengan periode sebelumnya. Pengertian
"pringp akuntans yang lazin berlaku" adalah pedoman atau peraturan
mengenai akuntans yang diterima secara umum.

2. Laporan pemeriksaan harus memuat informasi penting sebagai pelengkap
laporan keuangan pokok. Bila informas penting tersebut tidak dimuat dalam
laporan keuangan perlu diungkapkan dalam laporan pemeriksaan agar
pemakai |aporan tidak disesatkan.

3. Norma ini menghendaki agar pengaruh "ketidaktaatan pada peraturan’
terhadap laporan keuangan, harus dimut dalam laporan pemeriksaan.

Ketidaktaatan terhadap peraturan dapat mengakibatkan pengaruh yang
material terhadap laporan keuangan.

Penjelasan |ebih lanjut, lihat Tambahan Penjelasan No.2.



Tambahan Penjelasan No.1
Pengendalian Mangjemen atau Pengendalian Intern

Pada dasarnya pengendalian mangemen dan pengendaian intern mempunya arti
yang sama. Istilah pengendalian mangemen secara historis lazim digunakan oleh para
pemeriksa intern, sedangkan istilah pengendalian intern digunakan oleh para pemeriksa
ekstern. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari istilah pengendalian mangemen biasanya
dikaitkan dengan pemeriksaan operasional, sedangkan istilah pengendalian intern
biasanya dikaitkan dengan pemeriksaan umum/keuangan. Kedua istilah ini  dapat
dipergunakan untuk menunjukkan pengendalian yang ada, baik di lingkungan instans
pemerintah maupun di dalam dunia usaha.

1. Pengendalian Mangjemen

Pengendalian mangemen mencakup sduruh sistem  organisas, kebijaksanaan,
prosedur dan praktek-praktek yang diterapkan dalam mengelola urusan-urusan
instans/badan usaha dalam mengusahakan pelaksanaan tanggung jawab yang
ditugaskan secara berhasil guna dan berdayaguna.

2. Tujuan Pengendalian Mangemen

Tuyjuan umum sistem pengendalian mangemen adalah agar tugastugas dan
kewgjiban yang ditentukan oleh perundang-undangan dilaksanakan dengan secara
berdayaguna, hemat dan berhasil guna dan dengan memperhatikan persyaratan dan
pembatasan dalam perundang-undangan yang berlaku serta memgukan dan
melindungi kepentingan negara/perusahaan.

Tujuan khusus dari suatu sistem,pengendalian manajemen adaah :
a. Mendorong dayaguna dan kehematan kegiatan.

b. Menjaga kekayaan negara agar jangan sampa mengalami pemborosan/kebocoran
atau kehilangan, termasuk pencegahan terjadinya kekeliruan dalam alokasi dana
dan kekayaan negara.

c. Membatas terjadinya kewagjiban dan biaya sampa sekecil mungkin, sesua
dengan pelaksanaan tujuan kegiatan secar berhasilguna.

d. Menjamin bahwa semua pendapatan yang bertalian dengan kekayaan negara atau
kegiatan dipungut dan dipertanggungkan.

e. Menjamin ketepatan dan dapat diandalkannya laporan-laporan kegiatan, statistik
serta laporan-laporan lainnya.

3. Unsur-unsur Pengendalian Mangemen.
Unsur-unsur penting dari suatu pengendalian managjemen dalan suatu instans adalah :
Organisasi.
K ebijaksanaan.
Prosedur.
Personalia
Perencanaan.
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Akuntansi.

g. Pelaporan.

h. Pemeriksaan intern.

Penjelasan untuk masing-masing unsur adalah sebagal berikut :
b. Organisas



Langkah pertama dalam pelaksanaan suatu kegiatan adalah menegakkan suatu
organisas yang disusun sedemikian rupa sehingga mampu melaksanakan kegiatan
secara selayaknya Kemudian perlu diperoleh pegawai-pegawai yang memenuhi
syarat dan ditetapkan secara jelas tugas serta wewenang dan tanggung jawab
masing-masing.

Beberapa pringp dan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan
organisas antaralain :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wewenang dan tanggung jawab harus dibagi, sehingga jangan sampa satu
orang sgja mengendalikan semua tahap dari setiap kegiatan yang terjadi.

Setiap petugas pelaksana harus ditetapkan kewenangannya untuk mengambil
tindakan yang diperlukan dengan segera dan bersifat keputusan, agar tidak
timbul benturan dan kelambatan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi.

Masing-masing tanggung jawab, harus ditetapkan dengan sgelas-jelasnya,
agar tidak terjadi penyimpangan dan pelemparan tanggung jawab kepada
orang lain.

Setiap pejabat yang berwenang dan melimpahkan kewenangannya kepada
petugas bawahannya harus mempunyai suatu sistem tindak lanjut yang
berhasilguna, untuk menentukan apakah penugasan olehnya sudah dilakukan
secara selayaknya.

Setiap orang hendaknya mempertanggung jawabkan pada atasannya mengenai
pel aksanaan tugasnya.

Setiap petugas/pegjabat wajib memahami undang-undang dan peraturan yang
memberikan kewenangan pada organisasi yang bersangkutan.

Daam pembagian fungs, tugas dan tanggung jawab hendaknya dihindari
terjadinya tumpang tindih (overlapping), duplikasi dan pertikaian.

Uraian tugas harus memadal, agar dapat memberikan pengertian yang lebih
baik mengenal tugas dan tanggung jawab masing-masing orang/pejabat.

Organisas harus fleksibel sehingga memungkinkan sinkronisas perubahan-
perubahan dalam struktur, yang harus terjadi sebagai akibat perubahan di
dalam perencanaan, kebijaksanaan dan tujuan organisasi bersangkutan.

10) Struktur organisas harus sesederhana mungkin. Kaau terlalu terperinci

biasanya memperlambat kemguan, menimbulkan posis yang sebenarnya
tidak perlu, dan mengakibatkan ketidak berdayagunaan pada umumnya.

b. Kebijaksanaan

Kebijaksanaan adalah suatu ketentuan yang mengharuskan membimbing atau
membatas  tindakan, untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijaksanaan
merupakan pernyataan niat pimpinan untuk bertindak dengan cara-cara tertentu dalam
keadaan yang jenisnya tertentu pula.

Kebijaksanaan berbeda dengan prosedur. Prosedur adalah langkah-langkah yang
ditempuh guna melaksanakan kegiatan, selaras dengan kebijaksanaan yang telah
ditentukan.

Terdapat 3 macam kebijaksanaan yaitu :

1) Kebijaksanaan Umum, yang biasanya berasal dari atasan organisas bersangkutan.
Tercakup di dalamnya kebijaksanaan yang ditetapkan oleh :

Perundang-undangan.

Pengarahan pihak pemerintah.

Peraturan Departemen Pengendali.

K eputusan-keputusan resmi Menteri, Dirjen dan lain



2) Kebijaksanaan Umum Organisasi, yaitu yang diadakan oleh pimpinan tertinggi
organisas dan berlaku untuk organisasi secara keseluruhan.

3) Kehijaksanaan Khusus Organisad, yaitu yang diadakan oleh pimpinan organisas
setempat.

Prinsip kebijaksanaan yang baik adalah :

1) Kebijaksanaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tertulis, dan disusun
secara gstematis dalan  pedoman atau  publikas  lainnya.  Perumusan
kebijaksanaan yang kurang jelas dapat menimbulkan salah pengertian yang serius
serta penafsiran yang tidak cocok atau tidak seragam dalam organisasi.

2) Kehijaksanaan harus dikomunikasikan secara sistematis pada semua petugas yang
berkepentingan dengan kebijaksanaan tersebut.

3) Kehijaksanaan harus selaras dengan kebijaksanaan atasan organisas yang berlaku
dan selaras dengan kebijaksanaan umum yang ditentukan pada tingkat yang lebih
tinggi.

4) Kebijaksanaan harus disusun, sedemikian rupa agar dapat mendorong
pelaksanaan kegiatan yang telah diotorisasikan dengan cara yang berhasilguna,
berdayaguna dan hemat, serta menciptakan jaminan yang mencukupi bahwa
sumber daya yang berada dalam pengurusan organisas dijaga dengan selayaknya.

5) Kebijaksanaan harus ditinjau kembali secara periodik dan disesuaikan apabila
perlu.

Prosedur

Prosedur adalah rangkaian langkah yang dipakai guna melaksanakan kegiatan selaras
dengan kebijaksanaan yang ditentukan Prinsp untuk kebijaksanaan berlaku juga
untuk prosedur, dengan tambahan sebagai berikut :

1) Prosedur harus dikoordinasikan sedemikian rupa sehingga hasil pekerjaan
seseorang secara otomatis dicek oleh orang/ pegawai lain.

2) Prosedur kegiatan yang tidak bersifat mekanis, jangan terlalu terperinci agar tidak
menghambat penggunaan pertimbangan dalam menghadapi situas yang tidak
lazim.

3) Prosedur yang ditetapkan haruslah sederhana dan murah.

4) Prosedur tidak boleh tumpang tindih, bertentangan atau duplikas dengan prosedur
lainnya.

. Persondia

Sdlah satu fungs mangemen yang penting adalah mengatur pemberian tugas dan
kewajiban kepada orang-orang yang mampu mel aksanakannya secara memuaskan.

Daam pengangkatan pegawai harus diperhatikan :

1) Persyaratan pekerjaan yang harus dilaksanakan.

2) Kudlifikas yang ditentukan untuk bisa melaksanakan tugas dengan bai k.
3) Perlu diadakan pengawasan (supervision) terhadap pel aksanaan pekerjaan.
4) Mentalitas yang baik

Beberapa praktek positif pengaturan personalia yang bertalian dengan usaha
mendorong pengendalian yang baik antaralain :

1) Pengadaan kursus latihan atau kursus penyegaran agar pegawa selalu mengikuti
perkembangan.

2) Penyediaan dan penyebaran informas mengena tugas-tugas dan tanggung jawab
dari bagian-bagian lainnya dalam organisas, dengan maksud agar para pegawal



memahami dengan baik bagaimana dan dimana posis pekerjaan mereka dalam
organisas secara keseluruhan.

3) Pengawasan pelaksanaan kerja untuk menentukan apakah persyaratan pokok
sudah dipenuhi.

Perencanaan

Untuk setigp kegiatan perlu dilakukan perencanaan lebih dulu untuk menentukan
kebutuhan pegawai dan sumber daya lainnya, serta merumuskan kebutuhan-
kebutuhan tersebut ke dalam permintaan dana.

Daam penyusunan perencanaan ini perlu diperhatikan :

1) Persyaratan dan pembatasan peraturan perundang-undangan.

2) Carapelaksanaan program/kegiatan yang berdayaguna dan hemat.
Akuntansi (Administras Keuangan)

Akuntansi merupakan metode pengendalian finansia yang penting untuk berbagai
kegiatan dan sumber daya. Dengan adanya akuntans terdapat kerangka yang dapat
disesuaikan untuk penetapan tanggung jawab bagi bidang-bidang kegiatan tertentu.
Pada waktu yang bersamaan akuntans dapat dipergunakan pula sebagai suatu sarana-
yang dapat menila kegiatan. Prinsip dasar yang harus diperhatikan disini adalah
prinsp akuntansi pertanggungjawaban, artinya keharusan adanya hubungan antara
rencana, akuntansi dan pelaporan dengan keharusan pertanggungjawaban yang ada.

Fungs akuntans yang menunjang pengendaian mangemen yang bak harus
mengandung Syarat-syarat sebagal berikut :

1) Fungs akuntans secara organisatoris harus dipisahkan dari fungs penyimpanan
maupun fungsi pengurusan.

2) Penyelenggaraan pencatatan harus sesegera mungkin sesudah terjadinya transaksi.

3) Sistem akuntans harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat terselenggara
suatu catatan yang lengkap dan teliti baik mengenai pertanggungjawaban maupun
hasil-hasiinya.

4) Pedimpahan kewenangan fungs akuntans harus meliputi juga tanggungjawab
selengkapnya mengenai  pengaturan akuntansi, termasuk yang diselenggarakan
oleh fungsionaris maupun bagian lain.

. Pelaporan

Pelaporan intern tetap diperlukan dalam setiap organisas betapapun juga kecilnya,
yaitu guna menyelenggarakan informas aktual tentang perkembangan peristiwa,
kemajuan dan prestas organisas tersebut. Informas sedemikian ditangan pimpinan
merupakan landasan dasar bagi pengendalian organisasi.

Beberapa prinsip dalam pengaturan sistem pelaporan yang baik adalah :
1) Laporan harus dibuat sesuai dengan tanggung jawab yang ditetapkan.

2) Orang-orang atau unit-unit hendaknya diharuskan untuk hanya melaporkan
tentang hal-hal yang berada dibawah pengendalian mereka sgja.

3) Laporan harus dibuat sesederhana mungkin dan konsisten dengan pokok
persoalannya. Dalam laporan tidak boleh dimasukkan informas yang tidak ada
manfaatnya bagi penerima laporan sebagai landasan pengambilan keputusan.

4) Jka mungkin, laporan kemguan atau laporan pelaksanaan harus menunjukkan
perbandingan dengan (a) standar biaya yang telah ditetapkan lebih dahulu, begitu
pula dengan standar kualitas atau kuantitas produksi/prestasi pelaksanaan, (b)
anggaran atau (c) pelaksanaan dimasa silam.



5) Apabila kemguan atau pelaksanaan tidak dapat dilaporkar, dalam bentuk angka
angka, maka harus disusun dalam bentuk laporan yang menonjolkan kekecualian
atau hal-hal lain yang memerlukan perhatian pimpinan.

6) Laporan harus disusun secepat mungkin. Laporan yang terlambat biasanya kurang
manfaatnya.

7) Dalam penyiapan/penyusunan laporan harus diperbandingkan manfaat dengan
biayanya.

8) Sistem pelaporan periodik perlu ditinjau untuk menetapkan apakah sistem itu
memuaskan, agar dapat dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan.

. Pemeriksaan Intern

Pemeriksaan intern yang bebas merupakan suplemen dan memperkuat pengendalian-
pengendalian lainnya, yang karen aasan-alasan praktis mungkin tidak mengandung
“Check and Balances’ secara otomatis seperti yang diharapkan.

Beberapa prinsp mengenai sistem pemeriksaan intern dalam suatu instans adalah
sebagai berikut :

1) Pimpinan tertinggi harus menyusun suatu sistem pemeriksaan yang paling sesuai
dengan kebutuhannya. Tugas ini tidak perlu hanya diberikan kepada satu
kelompok pemeriksa intern sga. apabila ada bagian lain ddam organisasi yang
bersifat staf yang dapat melakukan fungs pemeriksaan dengan baik.

2) Semua kegiatan pemeriksaan dalam suatu instans, harus dikoordinasikan dan
perlu ditetapkan dengan jelas pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing, agar
dengan demikian terhindar adanya pengulangan pekerjaan dan pertikaian.

3) Kebutuhan instans terhadap pemeriksaan intern berbeda-beda. Karenanya tidak
bisa diadakan penyeragaman ruang lingkup pekerjaan.

4) Pimpinan tertinggi harus menetapkan tugas dan tanggung jawab pemeriksa intern,
sehingga tugas dan martabat mereka diakui dalam organisasi.

5) Organisas pemeriksa intern harus bertanggung jawab kepada seorang pejabat
yang tingkatnya cukup tinggi. Disamping itu pemeriksa intern harus bebas dari
tugas pelaksanaan. agar dengan demikian penilaian yang dilakukan dapat
obyektif.

6) Pemeriksa intern tidak boleh ikut mengendalikan atau mengarahkan kegiatan
yang berada dalam fungsi lini, karena fungs mereka adalah fungs staf.

7) Instans harus menyusun pedoman yang mengikhtisarkan bidang, ruang lingkup,
tujuan dan norma pelaksanaan fungs pemeriksaintern.

8) Pemeriksa intern juga perlu menyusun rencana pemeriksaan, untuk
memungkinkan penjadwalan waktu pemeriksaan secara Sistematis serta
penggunaan sumber daya manusia secara tertib. Tetapi cara demikian harus cukup
fleksbel sfatnya, agar memungkinkan dilakukannya pemeriksaan-pemeriksaan
khusus.

9) Pemeriksaintern harus memenuhi norma keahlian pemeriksa

10) Pemeriksa intern harus meletakkan tekanan pokok pada usaha mendorong
perbaikan.

11) Temuan harus dibicarakan dengan pimpinan pelaksana. Kekecudian di sini
adalah apabila terdapat dugaan adanya kecurangan yang memerlukan perlakuan
khusus. Laporan yang mencakup pandangan petugas yang bertanggung jawab
akan memberikan gambaran selengkapnya pada pihak mangemen tertinggi dan
menuju kerja sama yang lebih baik serta tindakan yang lebih efektif.

12) Harus diadakan prosedur tindak lanjut yang memadai untuk mengecek redisas
saran-saran yang diberikan.



L uasnya pekerjaan Penilaian Pengendalian Mang emen.

Penilaan gstem pengenddian mangemen yang menyeluruh sebagai  suatu
persyaratan khusus, sering tidak diperlukan. Penilaian yang menyeluruh semacam itu
bukanlah tindakan yang berdayaguna karena ditinjau dari relevansinya tidak seluruh
bagian dari sstem pengendalian mangemen itu berkaitan dengan masalah yang
diperiksa. Oleh karena itu pemeriksa harus memusatkan perhatiannya pada bagian
dari sistem pengendalian mangemen yang penting bagi masalah yang diperiksa.

Dengan singkat dapat dikatakan bahwa tujuan mempelgari dan menila sistem
pengendalian managemen adalah untuk :

- Menentukan tingkat kepercayaan atas hasil guna pengendalian mangemen
sebagal dasar menetapkan sifat, luas dan saat pengujian yang akan dilakukan
dalam pemeriksaan.

- Sebagai dasar memberikan saran kepada obyek yang diperiksa mengena
perbaikan pengendalian mangjemen.

Luasnya pekerjaan menilai sstem pengenddian mangemen yang cukup, akan
berbeda-beda tergantung pada ruang lingkup pemeriksaan yang dilaksanakan sebagai
berikut :

a. Keuangan dan Ketaatan

Suatu penilaian sistem pengendalian mangemen yang mencukupi harus dilakukan
untuk memungkinkan pemeriksa menentukan tingkat keyakinannya bahwa
catatan dan laporan keuangan telah mencerminkan dengan teliti keadaan kegiatan
keuangan obyek yang diperiksa dan dapat menjaga kekayaannya dengan aman.
Luasnya pengujian data akuntans yang dilakukan harus didasarkan pada tingkat
keyakinan pemeriksa terhadap pengendalian mangemen obyek yang diperiksa.
Penilaian yang dilakukan harus mencukupi agar pemeriksa dapat menentukan
apakah kebijaksanaan, prosedur, dan praktek, sesuai dengan peraturannya dan
apakah sistem pengendalian mangemen dapat diandalkan untuk memperoleh
keyakinan bahwa kebijaksanaan, prosedur dan praktek tersebut dipatuhi.

b. Dayaguna dan Kehematan

Daam pemeriksaan dayaguna dan kehematan, penilaian sistem pengendalian
mangemen yang mencukupi meliputi penilaian terhadap kebijaksanaan, prosedur
dan praktek serta unsur pengendalian mangemen lainnya untuk menentukan
apakah sistem pengendalian mangjemen tersebut dapat mendukung usaha-usaha
kearah peningkatan dayaguna dan kehematan.

c. Hasl program

Pemeriksa diharuskan menilai tiap kebijaksanaan, prosedur dan praktek serta
unsur pengendalian mangemen lainnya yang mempunyai peranan penting dalam
pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana diperinci dalam peraturan yang
melandasi program, aktivitas, fungs atau organisas yang diperiksa

. Pengendalian Intern dalam hubungannya dengan Pemeriksaan Kewgaran Laporan
Keuangan.

Pengendalian intern dalam hubungan dengan pemeriksaan kewgaran laporan
keuangan lazim dibagi menjadi pengendaian akuntans (accounting control), dan
pengendalian administratif (administrative control) :

a. Pengendalian akuntans meliputi rencana organisasi, semua metode dan prosedur
yang terutama berkenan langsung dengan pengamanan harta kekayaan, ketelitian
informas  dan dapat dipercayainya catatan keuangan. Pada umumnya
pengendalian akuntans meliputi berbagai pengendalian seperti sistem pemberian
wewenang dan pemberian persetujuan, pemisahan antara tugas pencatatan dan
laporannya dengan tugas operasional atau tugas penyimpanan harta kekayaan,
pengendalian fisik atas harta kekayaan dan pemeriksaan intern.



b. Pengendalian administratif meliputi rencana organisasi, semua metode dan
prosedur yang terutama berkenaan langsung dengan efisens kegiatan dan
ketaatan pada kebijaksanaan mangemen sesuai dengan peraturan yang berlaku
dan biasanya tidak langsung berhubungan dengan catatan keuangan, seperti
analisa statistik, pengendalian waktu dan gerak, laporan pelaksanaan, program
latihan pegawal dan pengendalian kualitas.

Mengingat bahwa pemeriksaan kewgaran lgporan keuangan sebagian besar
mencakup aspek-aspek keuangan, maka titik perhatian pemeriksa daam menilai
pengendaian ini diarahkan pada pengenddian akuntansi. Namun daam ha-hd
tertentu aspek-aspek pengendalian administratif juga perlu diperhatikan.

. Pengaruh Pengolahan Data Elektronis (PDE) terhadap cara pemeriksa mempelgjari
dan menilai Pengenddian Intern.

Norma Umum Pemeriksaan K etiga menyatakan :

"Pemeriksa atau para pemeriksa yang ditugaskan untuk melaksanakan pemeriksaan,
secara individu atau  setidak-tidaknya secara  kolektif, harus mempunyai
keahlian/kemampuan teknis yang diperlukan dalam bidang tugasnya’.

Jka obyek yang diperiksa menggunakan Pengolahan Data Elektronis (PDE), maka
pemeriksa perlu memahami secukupnya seluruh sistem PDE untuk memungkinkan
mengenali dan menilal ciri-ciri pengendalian internnya.

Perlu diketahui bahwa tujuan mempelgari dan menila pengendalian intern bagi
pemeriksa adadlah sama, baik daam hal pengolahan data dengan tangan (manual)
maupun secara mekanis atau elektronis. Demikian pula tujuan pengendalian intern di
dalam sistem PDE tidak berbeda dengan tujuan pada sistem pengolahan data dengan
tangan. Tetapi organisas dan prosedur yang diperlukan untuk mencapa tujuan
tersebut dipengaruhi oleh metode pengolahan data yang dipakai yaitu pengolahan
data dengan tangan, mekanis atau elektronis, baik untuk aktivitas yang sepenuhnya
menggunakan sistem PDE maupun yang hanya sebagian aktivitasnya menggunakan
sistem tersebut. Hal ini akan mempengaruhi pula prosedur yang harus dilaksanakan
oleh pemeriksa dalam mempelgari dan menilai pengendalian intern.

Prosedur pengendalian dalam sistem PDE terdiri dari pengendalian umum (general
control) dan pengendalian aplikas (application control).

Pengendalian umum meliputi :
a. Rencanaorganisas dan operasi PDE.

b. Prosedur untuk mengadakan dokumentasi, penelaahan, pengujian, dan pemberian
persetujuan terhadap sistem atau program berikut perubahannya.

Cc. Pengenddlian yang ada pada peralatan PDE itu sendiri yang biasa disebut
pengendalian perangkat keras (hardware control).

d. Pengendalian terhadap siapa sga yang berwenang untuk menggunakan peralatan
dan berkas data (data files).

e. Pengendalian data atau prosedur lainnya yang mempengaruhi operas PDE secara
keseluruhan.

Kelemahan dalam pengenddian umum seringkai mempunya pengaruh yang luas
dan daam. Daam keadaan demikian pemeriksa harus mempertimbangkan
pengaruhnya dalam menilai pengendalian aplikas.

Pengendalian aplikasi berhubungan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh PDE
yaitu untuk menjamin bahwa fungs pencatatan pengolahan dan pelaporan data
dilakukan dengan baik. Pengendalian aplikas sering dikategorikan sebagai pengen-
dalian masukan (input control), pengendalian pengolahan (processing control), dan
pengendalian keluaran (output control).



Pengendalian masukan adalah pengendalian untuk menjamin bahwa data yang
diterima untuk diolah oleh PDE sudah bersh (sesua dengan spesifikasi masukan),
telah disetujui untuk diolah atau diubah bentuknya dalam bahasa mesin dengan tepat
dan data tersebut tidak hilang, ditambah, dikurangi atau diduplikasikan, ataupun
diubah dengan caralainnya secara tidak wajar.

Pengendalian masukan termasuk juga pendalian yang berhubungan dengan penolakan
dan koreks serta pengajuan kembali data yang salah.

Pengendalian pengolahan adalah pengendalian untuk menjamin bahwa pengolahan
telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud untuk tujuan pelaksanaan tertentu, yaitu
bahwa transaksi yang telah diolah disetujui oleh yang berwenang, dan tidak terdapat
pengurangan atas transaks yang telah disetujui atau penambahan berupa transaksi
yang tidak disetujui.

Pengendalian keluaran adalah pengendalian untuk menjamin  ketditian hasil
pengolahan data, seperti daftar perkiraan, gambar, laporan, berkas magnetis, faktur
atau chegque yang diolah secara elektronis dan pengendalian untuk menjamin bahwa
hanya petugas yang berwenang boleh menerima hasil pengolahan data tersebuit.
Prosedur pengendalian intern pada sistem PDE dapat dilaksanakan dalam organisasi
PDE sendiri, bagian yang menggunakan atau dalam unit pengendalian yang terpisah.

Daam organisass PDE peranan pemisahan fungsi tidak begitu penting, bila
dibandingkan dengan pemisahan pada petugas yang memegang fungs yang tidak
boleh dirangkap. Pengendalian seperti tersebut diatas berlaku juga apabila sebagian
atau seluruh fase PDE dilakukan oleh unit diluar obyek yang diperiksa

Pekerjaan mendlash sistem PDE yang dilakukan pemeriksa harus meiputi
keseluruhan aktivitas pengolahan data dengan tangan, mekanis dan elektronis yang
relevan serta hubungan satu sama lain antara bagian PDE dengan bagian-bagian lain
yang menggunakan jasa PDE.

Penelaahan ini harus mencakup baik prosedur pengendalian transaks dari sumber
data sampal pada pencatatannya di daam pembukuan, maupun prosedur
pengendalian mengenal catatan pertanggungjawaban harta kekayaan.

Pengujian ketaatan dalam sistem PDE sama dengan sistem pengolahan data dengan
tangan yaitu untuk menjamin bahwa prosedur pengendaian intern dilaksanakan
sebagaimana telah digariskan. Beberapa prosedur pengendalian intern dalam aktivitas
PDE meninggalkan jgak yang nyata (dapat dilihat) yang menunjukkan bahwa
prosedur telah dilaksanakan. Akan tetapi beberapa prosedur pengendalian intern
lainnya tidak meninggakan jgak yang nyata.

Untuk keadaan terakhir pemeriksa harus menguji pengendalian ini dengan menelaah
transaks yang diterima untuk diolah, guna menentukan bahwa :

- tidak terdapat transaks yang kondisinyatidak dapat diterima, atau

- terdapat transaks yang kondisinya tidak diterima, telah dilaporkan dan
diselesaikan dengan layak.

Penelaahan ini dapat dilaksanakan pemeriksa balk secara elektronis untuk
menentukan kondis yang tidak dapat diterima tersebut ataupun dengan menggunakan
program sendiri yang independen atau memaka program yang tersedia pada obyek
yang diperiksa, Pemeriksa harus menguji apakah program yang tersedia itu benar,
benar dipaka dalam pelaksanaannya.

Penilaian sistem PDE secara konsepsiona tidak berbeda dengan penilaian sistem
pengolahan data dengan tangan dan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
penilaian sstem pengenddian intern yang dilakukan pemeriksa. Prosedur
pengenddian; intern yang dilaksanakan baik dalam lingkungan aktivitas PDE
maupun oleh sebagian yang menggunakan, berpengaruh kepada keberdayagunaan
sistemn tersebut dan harus dipertimbangkan bersama-sama oleh pemeriksa



Pengaruh penilaian pemeriksa atas luasnya prosedur pemeriksaan yang dipergunakan
telah diuraikan dalam pembahasan mengenai pengendalian intern.



Tambahan Penjelasan No.2
Uraian Lebih Lanjut Mengenai Norma Pelaporan Pemeriksaan Nomor 5

1. Norma Pelaporan Pemeriksaan Butir 5aini memberikan tekanan pada:

pernyataan pendapat akuntan;
prinsip akuntang;
konsistens penerapan prinsp akuntans.

a. Pernyataan pendapat akuntan

Beberapa jenis pernyataan pendapat akuntan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Pendapat tanpa kualifikas (unqualified opinion) diberikan jika memeriksa
yakin bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan Norma
Pemeriksaan Akuntan yang lazim, penygjian laporan keuangan secara
keseluruhan telah menggambarkan secara wagar posis keuangan dan hasl
usaha sesuai dengan prindp akuntans yang lazim atau prinsp akuntans
lainnya yang diberlakukan secara khusus dan diterapkan secara konsisten serta
memuat penjelasan yang cukup.

2) Pendapat dengan kualifikas (qualified opinion) diberikan bila pemeriksa
berpendapat bahwa terdapat bagian atau hal tertentu yang dikecualikan
dengan memberikan uraian yang jelas mengena dasan dan pengaruhnya
terhadap laporan keuangan, misanya luasnya pemeriksaan dibatas oleh
mang emen, saran koreks yang tidak diterima atau ketidak pastian yang tidak
mengakibatkan pemberian pendapat tidak wagar atau penolakan pemberian
pendapat.

3) Pendapat tidak setuju atau tidak waar (adverse opinion) diberikan bila
pemeriksa berpendapat bahwa laporan keuangan secara keseluruhan tidak
menyagjikan secara layak posis keuangan dan hasil usaha sesua dengan
pringp akuntans yang lazim berlaku atau prindgp akuntans lainnya yang
diberlakukan secara khusus. Pemeriksa harus mengungkapkan semua alasan
yang cukup disertai pengaruhnya terhadap laporan keuangan sebagal dasar
pernyataan pendapatnya.

4) Penolakan pemberian pendapat (disclaimer opinion) diberikan bila pemeriksa
berpendapat bahwa pembuktian tidak mencukupi untuk memberikan pendapat
mengenai  kewgaran penygian laporan keuangan secara keseluruhan,
Penolakan ini dapat disebabkan karena adanya pembatasan luasnya
pemeriksaan atau karena adanya ketidakpastian yang luar biasa mengenal
jumlah suatu pos atau penyelesaian suatu persoalan yang diperkirakan akan
mempengaruhi secara sangat material posis keuangan dan hasil usaha obyek
yang diperiksaa Dalam ha ini pemeriksa harus menjelaskan prosedur
pemeriksaan yang telah ditempuhnya dan yang tidak diikuti, serta aasan tidak
cukupnya pembuktian.

Jika laporan keuangan disgikan secara komparatif, maka pernyataan pendapatnya
harus Komparatif pula. Pernyataan pendapat terhadap kelayakan laporan
keuangan secara keseluruhan, tidak sgja berlaku untuk periode yang diperiksa tapi
juga untuk periode sebelumnya yang datanya disgjikan secara komparatif.

Bila dipandang perlu untuk pemeriksaan yang dilakukan secara kontinyu,
pemeriksa harus memutakhirkan pernyataan pendapat atas laporan keuangan yang
lau secara individua. Ini berartl pemerlksa harus menyatakan kemball opini
tahun sebelumnya atau tergantung pada kenyataan, menyatakan pendapat yang
berbeda dengan yang dimuat dalam laporan pemeriksaan yang bersangkutan. Hal
ini harus dibedakan dengan penerbitan kembali laporan pemeriksaan yang



terdahulu dan koreks pernyataan pendapat sebaga akibat kesalahan pemertksa.
Bila laporan keuangan tahun lalu yang diperbandingkan tidak diperiksa, maka ha
ini harus dinyatakan dengan jelas. Jika pemeriksa berpendapat bahwa posis
keuangan wajar, sedangkan hasil operasinya tidak wagar atau sebaliknya, maka
diberikan pernyataan pendapat campuran (mixed opinion). Pendapat campuran
umumnya dapat diberikan untuk pemeriksaan pertama kali (initial audit).
Pendapat campuran bukan pendapat sebagian-sebagian (piecemeal opinion).
Pendapat sebagian-sebagian tidak boleh diberikan, karena cenderung untuk
mengaburkan atau bertentangan dengan penolakan pemberian pendapat atau
pendapat tidak wajar.

. Prinsip akuntans

Prinsip akuntans adalah pedoman atau peraturan mengenai akuntans yang
diterima secara umum. Dalam prinsip ini termasuk praktek akuntans yang baik,
konvens, prosedur, dan aturan untuk melaksanakannya. Tujuan penerapan prinsip
ini adalah untuk menjaga agar informas yang disgjikan dalam laporan keuangan
menjadi sah, bermanfaat dan dapat dipercaya. Selain itu juga untuk menentukan
praktek atau kebiasaan yang tepat dan untuk mempersempit jurang perbedaan
penerapan akuntans serta ketidakkonsistenan di dalam pelaksanaannya. Bila
obyek yang diperiksa menerapkan perlakuan akuntansi (accounting treatment)
yang menyimpang dari kelaziman, maka penyimpangan tersebut harus
diungkapkan dalam laporan pemeriksaan. Pemeriksa harus memahami prinsip
akuntans yang lazim atau prinsip akuntans lainnya yang diberlakukan secara
khusus tersebut di atas sebaik-baiknya, agar dapat memberikan pendapat yang
tepat mengenai apakah pelaksanaannya telah sesual dengan prinsip akuntansi dan
apakah metode yang dipilih telah tepat. Perubahan penting dalam penerapan
prindp akuntans yang berlaku dan atau pringp akuntans lainnya yang
diberlakukan secara khusus, berikut alasan perubahannya dan pengaruhnya
terhadap laporan keuangan harus dijelaskan dalam laporan pemeriksaan.
Pemeriksa harus menyatakan apakah perubahan tersebut dapat dianggap layak.
Pendapat bahwa laporan keuangan disgjikan secara layak sesuai dengan prinsip
akuntans yang lazim, didasarkan atas pertimbangan apakah :

1) Prinsp akuntans yang dipilih dan dilaksanakan diterima secara umum.
2) Pringip akuntans tersebut tepat dalam situas dan kondis yang ada.

3) Laporan keuangan (termasuk penjelasannya) cukup informatif, bermanfaat,
mudah dimengerti dan tidak dapat disalahtafsirkan.

4) Informasi yang disgikan dalam laporan keuangan dapat digolongkan cukup
baik, tidak terlalu ringkas dan tidak terlalu terperinci.

5) Laporan keuangan mencerminkan kegiatan dan transaks yang mendasarinya
dalam batas-batas yang wajar, dapat diterima, cukup beralasan dan praktis.

Pemeriksa, bila ada, harus mengemukakan pula ketentuan lain yang berpengaruh
kurang baik terhadap prinsip-prinsip akuntans yang digunakan.

Konsistens penerapan prinsip akuntans

Pemeriksa harus menyatakan apakah obyek yang diperiksa secara konsisten
menggunakan prindp akuntans yang sama antara laporan keuangan yang
diperiksa dengan masa laporan keuangan sebelumnya. Norma ini berlaku untuk
data yang dimuat dalam laporan mengena posis keuangan, hasil usaha dan
perubahan posis keuangan. Tetapi selain itu harus diperhitungkan juga
konsistens penygjian data anggaran dan data statistik yang mungkin dibahas
dalam laporan keuangan. Perubahan konsistensi penygjian data anggaran dan data
statistik perlu dijelaskan, tetapi tidak mempengaruhi pernyataan pendapat
akuntan. Bila diperlukan suatu kualifikas dalam pernyataan pendapat akuntan
karena ketidak konsistenan yang mempunyai pengaruh materia terhadap laporan
keuangan, maka pernyataan kualifikas itu harus menjelaskan :



- dasan mengapa dibuat kudifikas;
- pengaruh terhadap Iaporan keuangan yang diperiksa;

- pendapat pemeriksa, apakah perubahan itu (karena ketidakkonsistenan) dapat
diterima/disetujui.

Pengaruh terhadap laporan keuangan tersebut harus dapat diukur besarnya, baik
terhadap posisi keuangan maupun terhadap hasil usaha obyek yang diperiksa,
walaupun perubahan tersebut dapat disetujui oleh pemeriksaa Dadam ha
perubahan tersebut tidak disetujui oleh pemeriksa, ketidak konsistenan tersebut
harus mempengaruhi pernyataan pendapat atas kewgaran laporan keuangan
secara keseluruhan.

Tujuan konsistensi adalah :

1) Memastikan bahwa laporan keuangan dapat diperbandingkan antara dua atau
lebih periode tanpa dipengaruhi secara material oleh perubahan dalam prinsip
akuntans termasuk metode atau cara penggunaannya.

2) Bila perbandingan ini dipengaruhi secara materia oleh perubahan dalam
pringp akuntansi, maka hal ini harus dijelaskan secukupnya dalam laporan
pemeriksaan.

Perbandingan laporan keuangan untuk beberapa tahun akan dipengaruhi oleh :
- perubahan akuntans;

- kesadahan dalam laporan keuangan periode sebelumnya;

- perubahan klasifikas, dan

- kegadian atau transaksi yang benar-benar berbeda dengan yang telah
dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan-keuangan masa sebelumnya.

Perubahan akuntansi dapat diakibatkan oleh perubahan dalam :
- pringp akuntans;

- estimas atau taksas akuntansi, dan

- perubahan badan usaha.

Perubahan kebijaksanaan akuntans yang pengaruhnya materia harus
mempengaruhi pendapat atas konsistens misalnya perubahan metode penyusutan
aktiva tetap dari cara garis lurus (straight line method) menjadi cara menurun
(declining method).

2. Norma pelaporan Pemeriksaan Butir 5b

Norma ini mewagjibkan pemeriksa mengungkapkan informasi yang mash dipandang
perlu, di dalam lgporannya. Laporan tentang posis keuangan dan hasil usaha,
seharusnya memuat informas yang diperlukan oleh para pemakainya (pimpinan
obyek yang diperiksa, kreditur, pemberi bantuan dan lain-lain), agar diperoleh
gambaran tentang pengelolaan keuangan yang telah dilakukan oleh pimpinan obyek
yang diperiksa. Kewajiban memberikan informas ini berbeda pada setiap obyek yang
diperiksa. Tetapi pemeriksa harus mengomentarinya bila data atau informas yang
disgikan tidak mencukupi dan pengaruhnya material terhadap laporan keuangan. Hal
seperti ini akan mempengaruhi pernyataan pendapat akuntan. Pengungkapan yang
tepat, tidak harus diberikan banyak sekali informasi, sehingga menyulitkan dan
membingungkan pembaca atau merugikan obyek yang diperiksa.

Materiaditas adaah masalah pertimbangan profes yang didasarkan atas pengalaman
dan persyaratan lainnya yang diperlukan dalam suatu pemeriksaan. Material diartikan
pula sebagai pentingnya atau relevans informasi secara relatif dari suatu pos atau
prosedur tertentu, apakah perlu dimasukkan atau tidak ke dalam laporan keuangan.
Daam ha ini termasuk pula pentingnya suatu pengungkapan yang mungkin
mempengaruhi pertimbangan seseorang.



Bila terjadi transaks antara obyek yang diperiksa dengan pihak lain dimana terdapat
hubungan istimewa, sehingga transaks diragukan kewagarannya, maka hal ini harus
diungkapkan dalam laporan pemeriksaan.

Informas tambahan yang diungkapkan oleh pemeriksa dalam laporannya (yang tidak
diminta sebagal syarat pengungkapan yang cukup) bertujuan untuk menonjolkan
keadaan tertentu atau untuk membantu inteprestasi atas laporan keuangan, dan tidak
mempengaruhi pernyataan pendapat akuntan. Peristiwa penting yang terjadi setelah
akhir periode yang diperiksa, sampai saat materi konsep laporan selesai dibicarakan
dengan pimpinan obyek yang diperiksa dan yang mempengaruhi laporan keuangan
secara material, memerlukan koreks atau penjelasan yang cukup. Untuk dapat
memahami peristiwa penting tersebut diperlukan pertimbangan dan pengetahuan
mengena fakta dan keadaan serta waktu terjadinya. Peristiwa ini dapat digolongkan
dalam dua macam yaitu :

a. Peristiva yang menunjukkan bukti tambahan sesuai dengan kondis bahwa
sesuatu telah terjadi sebelum atau pada akhir periode yang diperiksa dan
mempengaruhi taksas proses penyusunan laporan keuangan, misalnya kerugian
piutang tak tertagih akibat debitur mengalami kesulitan keuangan dalam periode
yang diperiksa dan setelah akhir periode yang diperiksa menjurus kepada
kebangkrutan (failisemen). Peristiwa ini memerlukan penyesuaian dalam laporan
keuangan yang diperi ksa

b. Peristiwa yang menunjukkan bukti sesuai dengan kondisi, bahwa sesuatu hal tidak
terjadi pada akhir periode yang diperiksa, tetapi timbulnya sesudah masa tersebut
sampa tanggal laporan atau setidak-tidaknya sampai berakhirnya pekerjaan
lapangan, tidak mempengaruhi laporan keuangan yang diperiksa.

Peristiwa semacam ini cukup dijelaskan sgja dalam laporan pemeriksaan.
Contoh peristiwaini adalah sebagai berikut :

- penjuaan obligas atau moda saham

- pembelian suatu perusahaan lain

- penyelesaian perkara di pengadilan bila peristiwa tersebut menimbulkan adanya
klaim yang terjadi setelah akhir periode yang diperiksa, dan

- kerugian akibat kebakaran atau banjir atau gangguan alam lainnya atas pabrik
atau persediaan barang.

. Norma Pelaporan Pemeriksaan Butir 5c.

Norma ini menguraikan mengenai pelanggaran atas peraturan perundang-undangan
yang dapat mempengaruhi laporan keuangan obyek yang diperiksa. Daam
pemeriksaan yang menghendaki pernyataan pendapat akuntan terhadap kelayakan
laporan keuangan, ketaatan terhadap peraturan merupakan masalah yang sangat
penting, karena ketidaktaatan terhadap peraturan dapat menimbulkan kewajiban yang
tidak atau belum diungkapkan dalam laporan keuangan. Pekerjaan pemeriksaan ini
menjadi lebih penting lagi karena pihak pemakai laporan keuangan ingin mengetahui
juga apakah dana yang disediakan untuk tujuan tertentu telah dipergunakan sesuai
dengan ketentuan.

Oleh karena itu norma pemeriksaan mewajibkan pemeriksa untuk memperhatikan
peraturan yang berlaku, dalam melaksanakan pemeriksaannya. Pemeriksa harus
mempertimbangkan peristiwva ketidaktaatan yang akan dimuat dalam laporannya
Peristiwva penting tentang ketidaktaatan sekalipun menimbulkan akibat hukum bagi
obyek yang diperiksa, tetap harus diungkapkan dalam laporan pemeriksaan.

Pemeriksaan atas ketaatan terhadap peraturan, sebenarnya bukan hal yang baru bagi
pemeriksa, karenanya pemeriksa harus menentukan pengaruh keuangan akibat
ketidaktaatan tersebut. Walaupun norma pelaporan pada umumnya menghendaki apa
yang dimuat dalam laporan pemeriksaan hanya peristiwa ketidaktaatan sga (azas



ekseps), namun harus disadari bahwa obyek yang diperiksa sering menghendaki
pernyataan yang positip mengenai ditemukan atau tidaknya ketidaktaatan terhadap
peraturan. Pernyataan atas ketaatan hanya diberikan bila dicantumkan secara khusus
daam penugasan dan dilakukan dengan pengujian yang cukup. Hal ini terutama
diminta pada program bantuan dimana instans pemberi bantuan sering menghendaki
kepastian, bahwa masalah ini diperhatikan oleh pemeriksa dalam pelaksanaan dan
penyusunan laporan pemeriksaan. Dalam ha pemeriksaan seperti ini, pemeriksa
harus memahami apa yang harus dikomentari sesuai dengan kehendak instans
pemberi bantuan. Bila pemeriksaan dilakukan secara terkoordinas, maka dalam
program pemeriksaan harus diperinci apa sgja komentar yang harus dibuat oleh
pemeriksa mengenai ketaatan terhadap berbagal peraturan dengan memperhatikan
keinginan koordinator.

Luasnya peristiwva ketidaktaatan yang terjadi, harus dihubungkan dengan jumlah
persoalan yang diperiksa, agar dapat memberikan gambaran kepada pembaca laporan
sampal seberapa besar pengaruh penyimpangan atau pelanggaran dari peraturan
tersebut.

Bila dalam pemeriksaan yang dilaksanakan sesua dengan norma pemeriksaan,
dijumpa kesalahan atau ketidakberesan yang pengaruhnya cukup material, maka
laporan pemeriksaan harus menjelaskannya dengan tepat. Kerugian bersyarat (loss
contingencies) yang material akibat adanya ketidaktaatan terhadap peraturan seperti
kemungkinan adanya denda, penyitaan harta tertentu atau penuntutan dari pihak lain,
harus diungkapkan dalam laporan pemeriksaan.



A
Aktuaris

B
Berdayaguna

Berkas data (data files)

Berhasil guna
C
Check

Check and balances

D
Data akuntansi
(Accounting data)

Duplikas
J
Judgement

K

K eabsahan (Rechmatigheid)

Keahlian
K ebijaksanaan

K ehematan (economy)
Kerugian bersyarat
(loss contingencies)

K esesuaian undang-undang

(Wetmatigheid)
Kompeten
Konsisten
Kriteria

DAFTAR ISTILAH

. Penaksir yang pekerjaannya mempertimbangkan dan

menilal besarnyarisko dalam bidang perasuransian.

. Efiden; mencapal hasil tertentu dengan biaya serendah-

rendahnya atau dengan biaya tertentu mencapai hasl
sebesar-besarnya.

: Arsip yang memuat data dalam bidang computer dalam

bentuk tape, disk, drum dan sebagainya.

. Efektif; hal pencapaian sasaran.

. Pengujian dengan membandingkan memeriksa ketepatan

atau kesesuaian dengan

: Keadaan di mana hasil kerja seseorang secara otomatis

dicek oleh orang lain.

. Laporan keuangan beserta catatan-catatan lainnya dalam

bidang keuangan.

. Pengulangan pekerjaan.

. Keputusan  berdasarkan  pertimbangan.  Professional

judgement  yaitu keputusan yang  berdasarkan
pertimbangan keahlian profesi.

: Keadaan yang memenuhi ketentuan-ketentuan secara

hukum.

: Kemampuan teori dan praktek.
. Suatu ketentuan yang mengharuskan, membimbing atau

membatas tindakan, untuk mencapal tujuan yang
ditetapkan.

. Hal usaha menekan biaya serendah-rendahnya.

: Kemungkinan kerugian dimasa depan karena suatu sebab

yang tidak dapat dipastikan.

. Keadaan yang memenuhi ketentuan undang-undang.
: Memenuhi persyaratan.

: Penerapan yang sama secara terus menerus.

. Ukuran, patokan.



L
Laporan Keuangan
Konsolidas

Laporan pemeriksaan

Manud

Materid

N
Norma Pemeriksaan

O
Observas

Obyek yang diperiksa

Orientas

Pemeriksaan

Pemeriksaan Umum
(Genera Audit)

Pengawasan

Pengendalian

Pengungkapan
Perangkat keras

. Laporan yang menunjukkan keadaan keuangan atau hasil

usaha dari dua atau lebih badan usaha yang berasosias,
yang seakan-akan menjadi satu organisasi.

. Laporan yang dibuat mengenal pemeriksaan, misanya:

Untuk Badan Usaha Milik Negara/lBadan Usaha Milik
Daerah berupa laporan Akuntan dan untuk anggaran
berupa laporan hasil pemeriksaan.

: 1. Pedoman.

2. Dikerjakan dengan tangan.

. 1. Sesuatu yang relatif penting.

2. Menurut materinya.

. Patokan, kaidah, pedoman yang harus diikuti dalam

melakukan pemeriksaan agar mencapai maksud yang
dikehendaki.

Ukuran mutu pelaksanaan pemeriksaan dalam organisasi.

: Sdlah satu cara pemeriksaan untuk memperoleh bukti

dengan melihat, memperhatikan dan mengamati sendiri.

: Badan Usaha Milik Negara (Pusat dan Daerah), Badan

Hukum dimana Negara mempunyai kepentingan
keuangan dan Badar/Instansi/Lembaga yang mengelola
keuangan Negara (Pusat dan Daerah).

> Tinjauan untuk mendapatkan gambaran tentang aktivitas,

jenis, ciri serta ha lain yang berhubungan dengan obyek
yang diperiksa

. Kegiatan untuk menilai dengan cara membandingkan

antara keadaan sebenarnya dengan keadaan seharusnya,
bak d bidang keuangan maupun dalam bidang
teknis/operasional.

: Pemeriksaan terhadap kewgaran penygian laporan

keuangan.

. Kegiatan penilaian terhadap organisasi/kegiatan dengan

tujuan agar organisasi/kegiatan tersebut melaksanakan
fungsinya dengan balk dan dapat mencapa tujuannya
yang telah ditetapkan.

: Tindakan pengawasan yang diikuti dengan langkah

perbaikan.

: Disclosure.
: Hardware.



Perencanaan pemeriksaan

Perkiraan
Pernyataan pendapat

Pernyataan positif
Persdlisthan hukum
Pertimbangan keahlian

Pertimbangan profesional

Pertinens
Profes

Posis keuangan

Program
R

Relevan
Reputas

Ruang lingkup

S

Saran tindak

Sasaran pemeriksaan

Suplemen

T

Tambahan penjelasan
Transaks

Tujuan pemeriksaan

: Rencana yang mengatur saat, pelaksanaan dan sasaran

pemeriksaan (audit plan).

. Account.
. Kesmpulan pemeriksaan terhadap laporan keuangan

secara keseluruhan dengan perumusan yang ditentukan.

. Penegasan ditaatinya peraturan yang berlaku.

. Litigation.

. Lihat judgement dan profes.

. Lihat judgement dan profes.

. Tepat dengan masalah yang dibahas.

. Pekerjaan keahlian yang bebas dan mempunya kode etik

untuk kepentingan masyarakat.

: Gambaran keadaan keuangan (harta, utang, dan modal)

pada saat tertentu (Financial position) : sama dengan
keadaan keuangan.

. Garis besar urutan sasaran yang akan dicapai.

. Yang erat hubungannya.
: Penilaian mengenar nama balk seseorang di mata

masyarakat.

. Scope.

: Rekomendasi.
: sesuatu yang menjadi obyek tiap-tiap pemeriksaan,

misalnya pembelian, kepegawaian dan lain-lain.

: Tambahan.

. Appendix.
: Tindakan antara dua pihak yang mengakibatkan

timbulnya hak dan kewajiban.

: Sesuatu yang ingin djcapa dari suatu pemeriksaan,

misalnya perbaikan pengendalian mangjemen, pemberian
pendapat atas kewajaran laporan keuangan dan lain-lain.



